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Sesuai UU Repubik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang
Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah hasil
pemekaran dari Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah
memiliki tanggung jawab besar guna mewujudkan keberhasilan
daerah melalui beberapa indikator. Selama kurun waktu 5 tahun
menjadi kabupaten, Mamuju Tengah memiliki tekad untuk berdiri
sebagai daerah yang mengutamakan peningkatan kualitas
pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang
sangat jelas tertuang dalam visi dan misi Bupati pada
pemerintahannya saat ini.
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi
daerah yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab
menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip
keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban
kepada masyarakat yang dalam hal ini pemekaran daerah
merupakan input dari peningkatan kualitas pelayanan umum
sebagai sebuah produk dari pemerintah dalam penyelenggaraan
otonomi daerah, Dwiyanto (2001).
2Berangkat dari fakta sementara, saat ini konsep
desentralisasi dan Otonomi Daerah diartikulasikan oleh daerah
untuk hanya terfokus pada usaha menata dan mempercepat
pembangunan di wilayahnya masing-masing. Penerjemahan
seperti ini ternyata belum cukup efisien dalam meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
Pelayanan administrasi merupakan satu hal yang erat
kaitannya dengan pemekaran daerah. Diharapkan dengan
pemekaran daerah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat
salah satunya melalui peningkatan pelayanan administrasi. Dari
sini jelas bahwa pembangunan fasilitas umum di satu sisi
seyogyanya dibarengi oleh peningkatan kualitas dan efektifitas
pelayanan itu sendiri sehingga dapat secara optimal dapat
mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
pelayanan administrasi tidak lain yakni penyelenggaraan
registrasi penduduk termasuk pemberian Nomor Induk
Kependudukan (NIK). Dalam pelaksanaan sistem ini, semua
penduduk baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun warga
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3sebagai daerah yang mengutamakan peningkatan kualitas
pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang
sangat jelas tertuang dalam visi dan misi Bupati pada
pemerintahannya saat ini.
pelayanan administrasi tidak lain yakni penyelenggaraan
registrasi penduduk termasuk pemberian Nomor Induk
Kependudukan (NIK). Dalam pelaksanaan sistem ini.
Realitas pelayanan administrasi yang berdampak dalam hal
ini ialah administrasi kependudukan yang tergambar dari proses
yang lama, berbelit-belit, berbiaya mahal dikarenakan bahan
pembuatannya yang langkah, pelayanan seadanya, serta proses
penyelesaian sengketa pelayanan yang lama cenderung
merugikan masyarakat.
Namum dalam hal ini penulis melihat beberapa fenomena-
fenomena lain yang masih kompleks dan memfokuskan peneitian
pada aspek pelaksanaan pelayanan administrasi yang masih di
rasakan oleh masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan baik
pelayanan Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk
(KTP)  yang di lakukan oleh kantor-kantor pemerintahan seperti di
kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan sampai dengan kantor
dinas kependudukan dan catatan sipil yang berada di mamuju
tengah adalah :
1. Setiap urusan yang berhubungan dengan pelayanan
sering memakan waktu yang lama dengan alasan atasan
4sedang tidak berada di tempat serta Kekosongan pegawai
pelayanan sehingga menyebabkan pelayanan yang lebih
lama dari waktu yang ditentukan.
2. Belum terselesaikannya perekaman KTP Elektronik yang
di targetkan sejak tahun 2011 sampai saat ini termaksud
di kabupaten mamuju tengah.
3. Masyarakat yang ingin di berikan pelayanan kadang
dipungut biaya yang lumayan besar dari pegawai-pegawai
pemerintahan setempat baik di kantor dinas terkait
maupun kantor-kantor kecamatan serta kelurahan/desa.
4. Sarana dan prasarana yang belum memadai baik sarana
operasional, fasilitas fisik, dan prasarana pendukung
lainnya.
5. Pelayanan yang di berikan oleh pegawai pemerintah
kadang kurang memuaskan dalam segi keramahan dan
kesopanan, hal ini dilihat dari beberapa responden yang
pernah penulis temui.
6. Perbedaan yang mencolok terlihat ketika masyarakat
transmigrasi yang datang dari luar pulau Sulawesi,
khususnya daerah jawa dan bali yang ingin membuat
surat perpindahan maupun administrasi kependudukan
lainnya.
5Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian, dengan judul
”ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH”
1.2. Rumusan masalah
Dari uraian di atas masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana kualitas pelaksanaan pelayanan administrasi
Kependudukan pasca pemekaran Kabupaten Mamuju
Tengah?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dan
penghambat pelaksanaan pelayanan administrasi
kependudukan di Kabupaten Mamuju Tengah?
1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian
1.3.1. Penelitian ini bertujuan:
1. Untuk memberikan gambaran berdasarkan analisa penulis
mengenai  pelaksanaan pelayanan administrasi
kependudukan  pasca pemekaran di Kabupaten Mamuju
Tengah.
62. Untuk mengetahui faktor penghambat maupun pendukung
dalam perwujudan pelaksanaan pelayanan administrasi
kependudukan di Kabupaten Mamuju Tengah.
1.3.2. Manfaat penelitian
Selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan
nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat
baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-
pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut.
Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :
1. Bagi ilmu pengetahuan:
a. Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi
kajian yang  mengarah pada pengembangan daerah
hasil pemekaran dalam pemberian pelaksanaan
pelayanan administrasi.
b. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang
berminat mengenai masalah-masalah pelaksanaan
pelayanan kependudukan di daerah pemekaran.
c. Seberapa besar evaluasi pemeritah pusat dalam
menekan laju perkembangan pemekaran daerah seiring
timbulnya beberapa masalah dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat pada daerah pemekaran
baru.
72. Bagi instansi terkait dan Masyarakat:
Sebagai bahan masukan atau sumbangan pikiran
bagi pihak pemerintah setempat mengenai penataan
daerah otonom baru dalam melihat pelaksanaan
pelayanan, pendayagunaan, dan pemberdayaan
masyarakat lokal maupun masyarakat transmigrasi di
Kabupaten Mamuju Tengah.
Tujuan utama penyelengaraan pemerintah daerah adalah
menciptakan kesejahteraan masyarakat dan terciptanya
pelaksanaan pelayanan standar sesuai dengan PP Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.
15 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang Standar Pelayanan UU
Nomor 25 tahun 2009 , salah satu upaya dalam mencapai hal
tersebut dengan memberikan pelayananan yang baik kepada
masyarakat, karena pelayanan adalah awal dari pemberdayaan
masyarakat. Jika masyarakat makin berdaya maka masyarakat
akan memberikan kepercayaan kepada pemerintah, begitupun
sebaliknya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu
pilar dalam terciptanya Good Governance.
Pemerintah mengandung arti suatu kelembagaan atau
organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan,
sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya
kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan
suatu negara dalam hal ini pemerintah daerah Mamuju Tengah.
8Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang
dilakukan oleh pemerintah Mamuju Tengah masih dihadapkan
pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta
kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai.
Hal ini di buktikan dengan beberapa permasalahan yang
merugikan masyarakat baik secara langsung maupun tidak
langsung.
lemahnya pelayanan umum dimungkinkan oleh beberapa
sebab, diantaranya adalah :
1. tidak/kurang adanya kesadaran terhadap
tugas/kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.
akibatnya mereka bekerja dan melayani seenaknya
(santai), padahal orang yang menunggu hasil kerjanya
sudah gelisah. akibat wajar dari ini ialah tidak adanya
disiplin kerja.
2. sistem, prosedur dan metode kerja yang tidak ada tidak
memadai sehingga mekanisme kerja tidak berjalan
sebagaimana yang diharapkan.
3. pengorganisasian tugas pelayan yang belum serasi,
sehingga terjadi kesimpang siuran penanganan tugas,
tumpang tindah (over lapping) atau tercecernya tugas
tidak ada yang menanggani.
4. pendapatan pegawai yang tidak mencukupi memenuhi
kebutuhan hidup meskipun secara minimal. akibatnya
9pegawai tidak tenang dalam bekerja, berusaha mencari
tambahan pendapatan dalam jam kerja dengan cara
antara lain “menjual” jasa pelayanan.
5. kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas
yang dibebankan kepadanya. akibatnya hasil pekerjaan
tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan pelayanan administrasi yang diharapkan oleh
masyarakat yakni :
1. Birokrasi harus lebih mengutamakan sifat
pendekatan tugas yang diarahkan pada hal
pengayoman dan pelayanan masyarakat; dan
menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan
kewenangan.
2. Birokrasi perlu melakukan penyempurnaan
organisasi yang bercirikan organisasi modern,
ramping, efektif dan efesien yang mampu
membedakan antara tugas-tugas yang perlu
ditangani dan yang tidak perlu ditangani (termasuk
membagi tugastugas yang dapat diserahkan kepada
masyarakat).
3. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan
perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih
berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern yakni:
pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap
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mempertahankan kualitas, efesiensi biaya dan
ketepatan waktu.
4. Birokrasi harus memposisikan diri sebagai fasilitator
pelayan publik dari pada sebagai agen pembaharu
(change of agent ) pembangunan,
5. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan
transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kaku
menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih
desentralistis, inovatif, flrksibel dan responsive, Agus
Suryono, 2005.
Pelaksanaan pelayanan yang telah di rasakan oleh
masyarakat masih belum maksimal dengan kata lain pelayanan-
pelayanan administrasi yang diharapkan oleh masyarakat
terhadap pemerintah harus lebih di maksimalkan agar
Terciptanya standar pelayanan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah PP Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang
Standar Pelayanan .
Untuk Hal ini Penulis memfokuskan pada Pelayanan
administrasi di kantor-kantor Pemerintahan yang berada di
mamuju tengah yang di rasa masih perlu untuk di maksimalkan
dalam pelayanannya terhadap masyarakat, Untuk semua
pelayanan yang bersifat mutlak, Pemerintah dan aparaturnya
berkewajiban untuk menyediakan layanan yang bermutu dan
11
mudah didapatkan setiap saat. Pada kehidupan bernegara di
abad moderen ini, komitmen pemerintah daerah untuk
memberikan pelayanan publik yang memadai terhadap
kebutuhan publik merupakan implementasi dari pemenuhan hak-
hak azasi manusia dari warga negaranya.
Terkhusus Mamuju Tengah sendiri pemerintah kabupaten
yang baru melandaskan pembangunan daerah tepat pada
peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan administrasi
kependudukan yang sinkron dengan visi dan misi daerah yang
sementara menata daerahnya lebih baik di mulai pada
peningkatan pelayanan administrasi agar kesejahteraan
masyarakat lebih terarah pada pengembangan kualitas daerah
yang matang.
Di lain pihak masyarakat sebagai unsur utama yang dilayani
belum memberikan kontrol yang efektif untuk menjadi unsur
pendorong dalam upaya peningkatan pelaksanaan pelayanan
umum. oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya peningkatan
pelayanan umum melalui pembenahan yang menyeluruh meliputi
aspek kelembagaan, kepegawaian (SDM), tatalaksana dan
akuntabilitas, sehingga diharapkan dapat menghasilkan
pelayanan umum yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat,
murah, aman, berkeadilan dan akuntabel dari pemerintah




Ada beberapa hal pokok yang dijadikan landasan berfikir
dalam penelitian ini. untuk itu penulis mengutip beberapa
pendapat para ahli yang berhubungan dengan masalah yang
hendak dikaji.
2.1. Pengertian Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
Kependudukan sebagai Fungsi Pemerintahan
Dalam kamus besar bahasa Indonesia (edisi ke-3 tahun
2003), Analisis ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa
(karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui
keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya,
dan sebagainya)
istilah  Pelaksanaan Dalam kamus besar bahasa Indonesia
(edisi ke-3 tahun 2003), adalah proses, cara, melaksanakan
(rancangan, keputusan dan sebagainya). berbicara mengenai
pelaksanaan yang kemudian dihubungkan dengan harapan
masyarakat menjadikan kabupaten Mamuju Tengah yang maju,
mandiri melalui pendekatan pembangunan daerah, kemudian
dihadapkan dengan berbagai permasalahan, kendala serta
keterbatasan-keterbatasan sebagaimana layaknya daerah-
daerah lain yang tengah tumbuh dan berkembang sesuai
dinamikanya.
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Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari
sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan
terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah
perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana
pelaksanaan bisa diartikan penerapan dan pelaksanaan sebagai
evaluasi.
perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan,
Pelaksanaan pelayanan admnistrasi dapat diartikan sebagai
pemberian layanan (melayani) administarsi-administrasi publik
seperti administrasi kependudukan untuk keperluan masyarakat
yang mempunyai kepentingan pada masalah-masalah
administrasi dalam hal ini administrasi kependudukan yang
berada di mamuju tengah.
Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data
kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,
Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya
untuk pelayanan publik & Pembangunan sektor lain.
Peran aktif pemerintah terkhusus mamuju tengah sendiri
untuk memenuhi kebutuhan administrasi masyarakat dalam hal
ini administrasi kependudukan dan kartu keluarga harus menjadi
proritas pemerintah agar kebutuhan masyrakatnya terjamin
sebagaimana pemerintah yang mengedepankan pelayanan
administrasi yang optimal.
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Birokrasi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan
administrasi dalam hal ini administrasi kependudukan oleh
birokrasi tadi adalah merupakan salah satu perwujudan dari
fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping
sebagai abdi negara. Pelayanan (public services) oleh birokrasi.
Kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu
perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan
masyarakat yang semakin baik, Hal ini berarti masyarakat
semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya
sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara masyarakat semakin berani untuk mengajukan
tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah juga
melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh
pemerintahnya.
Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan di atas,
birokrasi harus dapat memberikan layanan umum yang lebih
profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu,
responsif dan adaptif, serta sekaligus dapat membangun kualitas
manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan
masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya
sendiri.
Pelaksanaan pelayanan administrasi yang profesional,
artinya pelaksanaan pelayanan administrasi yang dicirikan oleh
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adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan
(aparatur pemerintah). Selain itu, dalam kondisi masyarakat yang
semakin kritis di atas birokrasi dituntut harus dapat mengubah
posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan pelayanan.
2.1.1. Manajemen Pelaksanaan Pelayanan adimistrasi
kependudukan
Meningkatkan pelaksanaan pelayanan umum seringkali
lebih merupakan masalah manajemen dibanding masalah teknis
atau keuangan. manajemen pelaksanaan pelayanan umum
adalah perbaikan manajemen data, organisasi pelayanan, dan
hubungan dengan konstituen atau pelanggan unit pelayanan
daerah mengenai jaminan kualitas dan kuantitas pelayanan
tertentu  siap mengelola pelayanan umum melalui sarana dan
prasarana yang tersedia sebagai penunjang proses
layanan, sedangkan Terkait dengan kompleknya
penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan umum, banyak faktor
yang mempengaruhi pencapaian kinerja pelaksanaan pelayanan
yang optimal faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan
administrasi mencakup; aparatur pemerintah sebagai
penyelenggara (kualitas SDM); masyarakat atau pelanggan
sebagai pengguna atau penerima layanan umum.
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Gambar 1 Paradigma Manajemen Layanan. Tri Widodo W. Utomo, (2017)
https://www.slideshare.net /inovasi-pelayanan-publik.
Ada berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi
efektivitas pelaksanaan pelayanan, efektivitas pelaksanaan
pelayanan dari birokrasi pemerintah dapat dipengaruhi oleh
kepuasan masyarakat yang dilayani dan juga tingkat kedisiplinan
pegawai dengan mentaati peraturan dan prosedur yang ada.
Hubungan antara masyarakat dan instansi pemerintah
masih belum setara, masyarakat masih belum dianggap sebagai
partner pemerintah dalam birokrasi sehingga pelaksanaan
pelayanan administrasi yang dilakukan birokrasi sering kali
merupakan upaya untuk mengontrol perilaku masyarakat guna
mendapatkan keuntungan ekonomi, disamping juga belum











PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
17
masyarakat dalam birokrasi telah menyebabkan pelaksanaan
pelayanan administrasi kependudukan jauh dari harapan
masyarakat.
Hakekat pelaksanaan pelayanan administrasi
kependudukan mencakup beberapa poin antara lain :
1. Meningkatkan mutu produktivitas pelaksanaan tugas
dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan
administrasi kependudukan.
2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata
laksana pelayanan, sehingga pelayanan administrasi
kependudukan dapat diselenggarakan secara berdaya
guna dan berhasil guna.
3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran
serta masyarakat dalam pembangunan serta dengan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas adapun
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas




Di Indonesia sistem administrasi negara yang menjadi pilar
pelayanan administrasi menghadapi masalah yang sangat
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fundamental sebagai fakta bahwa sejarah bangsa menganut
sistem administrasi yang memiliki dasar-dasar hukum dan
kepentingan kolonial struktur birokrasi, norma, nilai, dan regulasi
yang ada masih berorientasi pada pemenuhan kepentingan
penguasa daripada pemenuhan hak sipil warga negara.
Manajemen pelaksanaan pelayanan berlangsung optimal
jika kualitas birokrasi negara mampu menjalankan fungsinya
sebagai pembuat kebijakan, yang menjalankan institusional
dengan penuh tanggung jawab serta mampu
mengoperasionalkan kebijakan dalam menyediakan pelayanan
sesuai kebutuhan masyarakat.
2.1.2. Definisi Analisis Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
Kependudukan
Menurut para ahli
Menurut Majone dan Wildavsky, analisis adalah sebuah
proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian
yang saling berkaitan satu sama lainnya. sedangkan menurut
Komarrudin mengatakan bahwa analisis merupakan suatu
kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi
komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap
komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing
dalam suatu keseluruhan yang terpadu.
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Menurut Moenir dalam bukunya Manajemen Pelayanan
Umum Di Indonesia, mengatakan bahwa : ” Pelayanan adalah
proses pemenuhan kebutuhan melelui aktivitas orang lain secara
langsung (Moenir, 1992 : 16)
Penekanan terhadap definisi pelayanan diatas adalah
pelayanan yang diberikan menyangkut segala usaha yang
dilakukan oleh seseorang dalam rangka mencapai tujuan guna
untuk mendapatkan kepuasan dalan hal pemenuhan kebutuhan.
Sedangkan Brata mengeluarkan definisi yang berbeda
dalam karyanya yang berjudul Dasar-Dasar Pelayanan Prima,
mengatakan bahwa : ”Suatu pelayanan akan terbentuk karena
adanya proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia
layanan kepada pihak yang dilayanai.
Sedangkan dalam pendapat Gie dalam bukunya
Ensiklopedia Administrasi mendefenisikan pelayanan merupakan
suatu kegiatan dalam suatu organisasi atau instansi yang
dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada
masyarakat.Gie, The Liang. (1993).
Sedangkan dalam pengertian sempit, yang dikemukakan
oleh Soewarno Handayaningrat (1996:2), dalam bukunya
“Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen”
menyebutkan bahwa :
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Administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat-
mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik,
agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.
(Soewarno Handayaningrat, 1996:2).
Berdasarkan defenisi pelayanan pelaksanaan pelayanan
administrasi di atas dapatlah disimpulkan bahwa pelayanan
adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau instansi
dalam hal ini Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk
kepentingan masyarakat yang dapat berbentuk uang, barang,
ide, atau gagasan ataupun surat-surat atas dasar keikhlasan,
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Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalah Kabupaten
Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Mamuju Tengah
adalah merupakan daerah pemekaran yang baru berusia 5 tahun
dan berjalannya roda pemerintahan di Kab. Mamuju Tengah
sendiri baru menginjak 2 Tahun.
3.2 Tipe penelitian dan dasar penelitian
Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian
deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk
memberikan gambaran atau lukisan situasi secara sistematis,
faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang
Analisis Pelaksanaan Pelayanan Administrasi kependudukan Di
Kabupaten Mamuju Tengah.
Dasar penelitian yang akan digunakan adalah studi kasus
yaitu penelitian dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu
peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau
menemukan ruang lingkup tertentu sebagai data yang dianggap
represntatif.
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3.3 Subyek dan Informan Penelitian.
Adapun fokus penelitian di tempatkan pada institusi
daerah seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta
kantor kecamatan sampai kelurahan/desa dimana institusi
daerah ini yang akses pelayanannya cukup besar dan
bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian
ini, maka diperlukan informan. Pemilihan informan dalam
penelitian ini disesuaikan dengan tujuan dan permasalahan
penelitian tentang analisis pelaksanaan pelayanan umum di
Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu:
1. Bupati Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Camat kecamatan Tobadak.
4. Lurah/kepala Desa se-kecamatan Tobadak.
5. Tokoh Masyarakat / Masyarakat setempat.
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3.3.1 Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan
permasalahan yang di teliti, akan digunakan teknik pengumpulan
data dengan 2 cara yaitu:
3.3.1.1 Data primer
Data yang diperoleh dari hasil :
a. Teknik interview atau wawancara
Teknik interview atau wawancara yaitu teknik
pengumpulan data yang dimaksudkan untuk
mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui
dialog antara peneliti dengan informan. Wawancara
dilakukan secara mendalam maupun secara bebas
kepada informan  yang di anggap tahu tentang
analisis pelaksanaan pelayanan umum Di Kabupaten
Mamuju Tengah wawancara dilakukan dengan
menggunakan daftar pertanyaan, kemudian
mengadakan tanya jawab kepada sejumlah informan
untuk memperoleh informasi dan gagasan yang
berkaitan erat dengan penelitian ini. Kisi – kisi dalam
wawancara sebagai berikut :
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Table 1 . kisi – kisi dalam wawancara
b. Teknik observasi
Teknik observasi yaitu dengan melakukan
pengamatan langsung terhadap objek kajian yang
sedang berlangsung untuk memproleh keterangan
dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-
hal yang diteliti, serta untuk mengetahui relevansi
antara jawaban informan dengan kenyataan yang ada
dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di
lapangan yang erat kaitannya tentang  analisis
pelaksanaan pelayanan umum Di Kabupaten Mamuju







1. Prosedur pelayanan publik bidang administrasi
kependudukan
2. Sumber Daya Manusia yang ada di bagian pelayanan
3. Biaya yang dibebankan kepada masyarakat
4. produk pelayanan publik bidang administrasi
kependudukan
5. Sarana prasarana kerja
6. Sikap dalam menyikapi saran atau masukan
7. Keluhan atau masukan dari masyarakat yang telah
ditindak
lanjuti
8. keamanan lingkungan di sekitar kantor
9. Hambatan yang dialami dalam pelayanan
administrasi kependudukan
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Table 2 . Kisi – kisi dalam observasi







1. Kebersihan dan kenyamanan ruangan
pelayanan.
2. Kelengkapan fungsi fasilitas dalam
kantor Dinas Kependudukan dan
catatan sipil Mamuju Tengah.
3. Kerapian dan kebersihan penampilan
petugas
1. Keandalan (reliability) 1. Pelayanan oleh pegawai yang cepat
2. Kemampuan pegawai untuk cepat





1. Kemampuan petugas dala membantu
masyarakat yang bermasalah dengan
pelayanan dan keluhan.
2. Ketersediaan wadah untuk
menampung aspirasi, saran dan
keluhan dari masyarakat.
4. Jaminan (assurance) 1. Kondisi lingkungan yang aman bagi
masyarakat selama di kantor Dicapil
Mamuju Tengah
2. Kemampuan pelayanan dari pegawai
dalam bersikap sopan kepada
masyarakat
3. Penguasaan pengetahuan pegawai
menjawab pertanyaan, informasi dan
kebutuhan berkaitan dengan
pelayanan yang disediakan
5. Empati 1. Kepedulian pegawai untuk selalu
mengutamakan kebutuhan
masyarakaat dalam pelayanan
2. Kepedulian oleh pelayanan pegawai





Data diperoleh melalui studi pustaka yaitu
dilakukan dengan mencari data-data
pendukung(sekunder) pada berbagai literatur baik
berupa buku-buku, jurnal-jurnal peneliatian dokumen-
dokumen hasil penelitian serta bahan-bahan referensi
lainnya yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
b. Penelusuran data On-line
Data yang diperoleh dari penelusuran data
dengan mengakses internet, untuk mencari sumber
data yang berkenaan dengan penelitian yang akan
dilaksanakan.
3.3.2 Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan melalui observasi,
wawancara dan studi pustaka dalam penelitian ini selanjutnya
akan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya analisis data
dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke
dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilh mana yang
penting dan yang akan dipelajari, menguraikan dalam bentuk
kata dan kalimat, dan selanjutnya membuat kesimpulan.
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3.3.3 Definisi Operasional
Agar penelitian ini menjadi jelas dan terarah maka peneliti
memberikan batasan definisi operasional. Kualitas pelaksanaan
pelayanan administrasi kependudukan merupakan suatu kondisi
dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia,
proses, dan lingkungan yang memenuhi di bidang administrasi
kependudukan di Kabupaten Mamuju Tengah. Melalui penelitian
ini peneliti berusaha menggali permasalahan permasalahan
dalam proses pelaksanaan pelayanan administrasi
kependudukan di kabupaten Mamuju Tengah sehingga tujuan
yang diharapkan tercapai. Sebagai pedoman dalam penelitian
pelaksanaan pelayanan administrasi, peneliti membatasi dengan
menggunakan lima indikator dalam pelayanan publik agar
kualitas pelayanan dapat dicapai, yaitu : tangible (bukti fisik),





“Masseto ada’ tau masseto nyama, Manjulu sara manjulu rio, masetto
pattaro dilante samballa, setto kalingulu nasiolai”
(Bersatu menjunjung adat bersatu pada hati, duka terasa bersama,
bersatu tekad di sehelai tikar, satu bantal kita bersama)
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Mamuju Tengah
Bait diatas adalah sedikit kutipan bijak dari Mamuju, yang
kemudian menjadi representasi penguatan solidaritas keragaman
dalam daerah yang coba dibangun melalui konstruksi adat yang
sekiranya mampu membawa daerah dalam satu tujuan bersama
dalam dimensi kemajuan dan kesetaraan sebagaimana harapan dan
cita-cita awal dari daerah ketika sudah terbentuk.
Mamuju Tengah dengan jumah penduduk saat ini yakni
146,775 berpeluang dalam potensi wilayahnya yang strategis
dengan kekayaan alam dan landasan historis yag kuat dalam
perjuangan pemekaran daerahnya, memberikan sejumput harapan
bagi masyarakat Mamuju Tengah untuk peningkatan kesejahteraan
dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kualitas
pelayanan administrasi kependudukan.
Jika ingin membuka secara jujur lembar-lembar sejarah
berdirinya kabupaten Mamuju Tengah maka pada poin ini secara
transparan harus diakui bahwa sesungguhnya pasca penetapan
Mamuju Tengah sebagai kabupaten tidak pernah melakukan deklarasi
secara  resmi dan terbuka di ruang publik, artinya setelah berbulan-
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bulan bahkan jika ingin membuka embrio  sejarah berdirinya Mamuju
Tengah perjuangan ini justru telah berpuluh tahun digelindingkan
akhirnya membuahkan hasil.
Mamuju Tengah lahir bak embrio yang sudah ingin pecah
menggelindingkan semangat otonominya untuk berdiri sebagai daerah
baru yang juga punya potensi untuk setara dengan kabupaten lainnya
Di Indonesia. Jadi cepat atau lambat Mamuju Tengah harus menjadi
dan berdiri sebagaimana layaknya sebuah  kabupaten di wilayah
Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga dalam artian
setelah mendapat persetujuan dari tim yang terdiri dari DPR-RI,
Kemendagri, dll, yang disahkan dalam sidang paripurna akhirnya pada
tanggal  14 Desember 2013 Mamuju Tengah dinyatakan oleh
pemerintah  pusat dan diakui oleh wilayah Provinsi Sulawesi Barat
dan Kabupaten Mamuju sebagai sebuah Kabupaten yang kelak akan
berdiri sendiri dan mendandani dirinya sebagaimana layaknya sebuah
Kabupaten yang mandiri.
Ditengah kondisi politis yang lahir dalam penetapan pemimpin
sementra di Mamuju Tengah akhirnya pada Januari 2014 untuk
pertama kalinya pemerintah provinsi Sulawesi Barat menunjuk
pelaksana tugas (Plt) Bupati Drs. H. Ismail Zainuddin, M.Pd sebagai
pemimpin sementra Mamuju Tengah dan pada tahun 2014 dilakukan
pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
kabupaten Mamuju Tengah.
Namun berkaitan dengan hal itu beberapa tinjauan akhirnya
dikemukakan oleh berbagai tokoh penting di Mamuju Tengah baik
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tinjauan filosofisnya, historisnya bahkan tinjauan sosialnya melalui
sebuah seminar yang dilaksanakan di aula gedung DPRD kabupaten
Mamuju Tengah pada tahun 2014 dan disanapun hasil pembahasan
tim perumus akhirnya menetapkan hari jadi kabupaten Mamuju
Tengah pada tanggal 14 Desember 2014.
Dalam penetapan perumusan hari  jadi tersebut bukalah
sekedar formalitas, tapi akan memberi makna moralitas, religiusitas,
filosofis dan ilmiah agar dapat mengangkat hakikat, harkat dan
martabat serta jati diri daerah dalam berperan sebagai wahana
keluhuran bagi seluruh masyarakat dan akan menjadi motivasi utama
bagi generasi muda mendatang.
Dari rentetan perjuangan hingga terbentuk Kabupaten Mamuju
Tengah telah memiliki catatan periodisasi yang cukup signifikan dalam
pesta demokrasi.
Pasca ditetapkannya H. Aras Tammauni menjadi Ketua DPRD
Mamuju Tengah kemudian dalam pilkada beliau turun di Eksekutif
dipercaya sebagai pemimpin Mamuju Tengah berpasangan dengan H.
Muh Yamin Jasa yang mendapatkan Rekor dengan presentase suara
98,86 %. Memasuki periode awal pemerintahan dengan melakukan
penataan daerah demi kesinambungan perjalanan roda kehidupan
berkebangsaan di kabupaten yang mulai berdiri dalam wajah dan
otonominya pasca pembentukan kabupaten pada tahun 2013 disegala
sektor baik pendidikan, kesehatan, kesejahteraan,dan  keamanan.
Dengan masa transisi kabupaten Mamuju Tengah yang
sementara melakukan penataan daerah di segala sektor tentu saja
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sangat diharapkan juga peningkatan pelayanan publik, dimana
pelayanan kependudukan, kesehatan dan perizinan dapat diakses
secara luas oleh masyarakat.
Gambar 3 LAMBANG KABUPATEN MAMUJU TENGAH. Source : Google, 2017.
VISI
“Teruwujudnya kemandirian daerah dalam bingkai lalla tassi’sara
melalui gerakan bersama membangun Mamuju Tengah untuk
meningkatan kesejahteraan masyarakat”
MISI
 Percepatan peningkatan Infrastruktur Dasar Meliputi
Perbaikan kualitas jalan dan jembatan, Sarana dan
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Prasaranan air bersih, sumber energi listrik serta sumber
energi yang lain untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat
 Perbaikan dan peningkatan Infrastruktur kesehatan melalui
peningkatan layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu
serta Sumber daya manusia dibidang kesehatan untuk
menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.
 Perbaikan dan peningkatan Infrastruktur Pendidikan sumber
daya manusia dibidang pendidikan untuk menciptakan
Generasi yang berkualitas handal dan bermoral.
 Peningkatan dan penyediaan infrastruktur dan prasarana
Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan sebagai
sektor unggulan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
 Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dengan
memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki
berdasarkan kondisi wilayah disetiap kecamatan yang ada di
Kabupaten Mamuju Tengah.
 Mendorong terwujudnya kualitas pelayanan birokrasi dan
pemerintahan yang bersih jujur dan bermartabat serta
berdaya saing.
 Mendorong terciptanya stabilitas dan keamanan masyarakat
Mamuju Tengah melaui toleransi antar umat beragama serta
perlindungan hak asasi manusia.
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 Mendorong terpeliharanya nilai-nilai budaya, kearifan lokal,
tradisi dan keyakinan masyarakat yang terdiri dari berbagai
suku dan ras di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
4.1.1 Arti Lambang
A. 4 bambu runcing
Memiliki makna bahwa terdapat 4 (empat) pelopor
perjuangan yang cukup kuat dan berpengaruh di Mamuju
khususnya di benteng pertahanan di daerah Budong-Budong
(Mamuju Tengah). Warna kuning gading melambangkan
kekuatan dan keagungan.
B. Roda bergerigi
Roda bergerigi bersusun 2 (dua), dimana roda yang terdapat
di susunan bawah berjumlah 14 gerigi dan di susunan atas
berjumlah 12 gerigi, Adalah awal dari pada terbentuknya Kab.
Mamuju Tengah yaitu pada tanggal 14 Desember 2012. Lukisan
roda bergeri adalah sebagai gerak pembangunan yang
strategis, terencana dan berkesinambungan.
C. Belahan buah kelapa
Belahan buah kelapa juga merupakan simbol persepsi
kearifan lokal masyarakat yang berada di pinggiran sungai,
dataran tinggi dan pengunungan maupun masyarakat yang
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berada di pesisir pantai, dataran rendah yang kaya akan
khasana serta tradisi dan budaya lokal.
D. Sungai dan laut
Sungai dan laut merupakan karakter dan falsafah hidup
masyarakat Mamuju Tengah. Warna biru pada sungai dan laut
melambangkan kedalaman.
E. Dataran luas dan gugusan gunung
Dataran luas dan gugusan gunung melambangkan bahwa
Kabupaten Mamuju Tengah memiliki hamparan tanah dan
gunung-gunung yang cukup luas, dengan luas wilayah yakni
± 3.014,37 km2 dimana sebagian di dalam wilayahnya terdapat
perkebunan sawit yang merupakan sumber pendapatan asli
daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Warna hijau pada dataran
melambangkan kesuburan dan kemakmuran dan warna putih
pada angkasa melambangkan kesucian, hamparan sawah
melambangkan bahwa Mamuju Tengah terdapat potensi areal
persawahan warna hijau pada sawah melambangkan kesuburan
dan kemakmuran.
F. Padi dan kapas
Padi melambangkan sifat malaqbi’, rendah hati dan cinta
pada kemakmuran, sedangkan kapas melambangkan sifat
kelembutan dan bersahajaan.
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G. Tali dan rantai
Tali dan rantai yang melingkari belahan buah kelapa
melambangan adanya hubungan yang erat dan kokoh dan kuat
terhadap berbagai suku yang berada di Mamuju Tengah tanpa
memandang perbedaan yang ada.
H. Bintang
Bintang melambangkan kepribadian masyarakat Mamuju
Tengah yang senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan yang
Maha Esa
I. Pita merah “Lalla Tassisara’ “
Pita berwarna merah bertuliskan kalimat “Lalla Tassisara’ “
dengan tulisan warna putih melambangkan ketangkasan jiwa
kepahlawanan serta semangat kebersamaan yang di wariskan
oleh pendahulunya telah terpatri kuat dalam jiwa dan sanubari
masyarakat Mamuju Tengah, dan warna merah putih adalah
lambang bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa
Kabupaten Mamuju Tengah ini berada dalam kedaulatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
J. Tameng bertuliskan “MAMUJU TENGAH”
Tameng bertuliskan Mamuju Tengah melambangkan sebuah
bentuk kewenangan yang bersifat amanah dan terpercaya
bahwa segala potensi dan sumber daya di Mamuju Tengah
akan di kelola dengan baik untuk memperoleh kemakmuran
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yang merata bagi seluruh masyarakat Mamuju Tengah sebagai
realisasi dari masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
4.2. Peta Administratif Kabupaten Mamuju Tengah
Gambar 4 PETA KABUPATEN MAMUJU TENGAH
source : www.mamujutengahkab.com
Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai batas wilayah:
 Utara:Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat;
 Timur:Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan,
Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
 Selatan : Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
 Barat : Selat Makassar.
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Secara geografis kabupaten Mamuju Tengah merupakan
segitiga emas yang menghubungkan antara propinsi Sulawesi
Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah.
Disebelah Utara adalah Sulawesi Tengah,sebelah selatan
adalah kabupaten Mamuju, sebelah Timur adalah kabupaten Luwu
Utara (Sulawesi Selatan) dan sebelah barat adalah Selat Makassar.
Kabupaten Mamuju Tengah terletak dibagian tengah dari provinsi
Sulawesi Barat atau pada bagian Barat dari pulau Sulawesi. Secara
geografis, kabupaten Mamuju Tengah terletak pada posisi  20 - 079’
- 28,6” Lintang selatan 1190 – 29,1’- 8,20” Bujur timur .
Kabupaten ini mendiami pesisir pantai barat di Provinsi
Sulawesi Barat yang berbatasan langsung dengan pantai
Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju
Tengah dengan Luas wilayah ± 3.014,37 km2, secara administratif
terdiri dari lima kecamatan ,terdiri dari 54 Kelurahan/Desa.
Secara administratif, luas wilayah Mamuju Tengah keseluruhan
yakni 3.014,37 dan 80% luas wilayah masih di tumbuhi tanaman –
tanaman pertanian seperti kelapa sawit, jagung serta beberapa
pohon pisang yang ada di kecamatan budong-budong.
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Gambar 5 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah,
2017
Source : Badan Pusat Statistik kab. Mamuju
4.2.1 Batas Administrasi Kabupaten Mamuju Tengah
Gambar 6 Batas administrasi Kecamatan di Mamuju Tengah, 2017
Source : Badan Pusat Statistik kab. Mamuju
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4.3. Profil Kecamatan Kabupaten Mamuju Tengah
4.3.1. Profil Kecamatan Tobadak
Gambar 7 peta kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, 2017
Source : google, 2017
Kantor kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah
berada di desa Mahahe ±13 Km dari pusat pemerintah
kabupaten Mamuju Tengah. Kondisi akses menuju kantor
kecamatan terbilang masih tahap perbaikan dan akan rampung
pada tahun 2018.
Kecamatan Tobadak memiliki 8 desa yang di petakan
menjadi Tobadak I desa Tobadak, Tobadak II desa Mahahe,
Tobadak III desa Polongaan, Tobadak IV desa Batu Parigi ,
Tobadak V desa Sulobaja, Tobadak VI desa Bambadaru,
Tobadak VII desa Suloadak dan Tobadak VIII desa Sejati.
Penulis memilih mengambil sample di kecamatan Tobadak tidak
lain ialah kecamatan Tobadak memiliki ragam jenis suku dan
budaya yang terbagi dalam beberapa distrik (desa) antara lain :
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A. Tobadak I desa Tobadak yang di mana ada beberapa
suku etnis seperti suku Mandar, Bugis, Makassar, Toraja
, Mamasa, Bali, Flores, Jawa, Madura dan beberapa suku
dari Sulawesi Tengah.
B. Tobadak II desa Mahahe di mana ada beberapa suku
etnis seperti suku Mandar, Bugis, Makassar, Toraja ,
Mamasa, Bali, Flores, Jawa. Yang di dominasi suku
Bugis dan Mamasa.
C. Tobadak III Pulongaan di mana ada beberapa suku etnis
seperti suku Mandar, Bugis, Makassar, Toraja , Mamasa,
Bali. Yang di dominasi oleh suku Mandar, Bugis,
Makassar dan Bali.
D. Tobadak IV desa Batuparigi di mana ada beberapa suku
etnis seperti suku Mandar, Bugis, Makassar, Toraja ,
Mamasa, Bali, Flores, Jawa, yang di dominasi oleh suku
Bugis, Makassar, Mandar, Toraja dan Mamasa.
E. Tobadak V desa Sulobaja di mana ada beberapa suku
etnis seperti suku Mandar, Bugis, Makassar, Toraja ,
Mamasa, Bali, Flores, Jawa, Madura dan beberapa suku
dari Sulawesi Tengah. Yang di dominasi oleh suku Bugis,
Mandar dan Mamasa.
F. Tobadak VI desa Bambadaru di mana ada beberapa
suku etnis seperti suku Mandar, Bugis, Makassar, Toraja
, Mamasa, Bali, Flores, Jawa, Madura dan beberapa suku
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dari Sulawesi Tengah. Yang di dominasi oleh suku Bugis,
Makassar dan Mandar.
G. Tobadak VII desa Suloadak di mana ada beberapa suku
etnis seperti suku Mandar, Bugis, Makassar, Toraja ,
Mamasa, Bali, Flores, Jawa, Madura dan beberapa suku
dari Sulawesi Tengah. Yang di dominasi oleh suku Toraja
dan Mamasa.
H. Tobadak VIII desa Sejati di mana ada beberapa suku
etnis seperti suku Mandar, Bugis, Makassar dan Jawa.
4.3.1.1.Jarak Antar Desa Kecamatan Tobadak
Penulis dalam hal ini mendeskripsikan jarak antara
desa, di antara 5 kecamatan, kecamatan Tobadaklah yang
paling jauh dari akses 1 desa ke desa lainnya maka dari,
penulispun sempat mendapatkan beberapa hambatan ketika
melakukan penelitian di ke-3 desa terakhir yakni desa Batu
Parigi yang berjarak 27,4 km2 Tobadak IV, desa suloadak
24,6 km2 Tobadak VI dan desa Sejati 30,2 km2 Tobadak VIII
jarak tersebut di ukur dari ibukota kabupaten Mamuju
Tengah. Maka dari itu penulis memaparkan secara lengkap
jarak antar desa di kecamatan Tobadak.
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Table 3 Jarak antara desa di kecamatan Tobadak, 2016
Source : Kantor kecamatan Tobadak
4.3.2. Profil Kecamatan Pangale













1 TOBADAK 86,42 4,2 9,0
2 MAHAHE 7,00 0,9 14,1
3 POLONGAAN 30,88 2,6 15,8
4 BATUPARIGI 210,24 14,2 27,4
5 SULOBAJA 18,00 3,4 16,6
6 BAMBADARU 18,82 4,4 17,6
7 SALOADAK 47,70 11,2 24,6
8 SEJATI 122,81 17,0 30,2
44
Kecamatan pangale adalah satu kecamatan yang ada di
Kabupaten Mamuju Tengah. Kecamatan Pangale terletak pada
koordinat 119o 08’ 13’’ bujur dan 20 17’ 31’’ lintang. Batas wilayah
Kecamatan Pangale di sebelah utara berbatasan dengan
Kecamatan Budong-Budong, di sebelah timur berbatasan
dengan Selat Makassar, di sebelah selatan berbatasan dengan
Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju dan di sebelah barat
berbatasan dengan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.
Kecamatan Pangale memiliki 9 Desa dengan luas wilayah
111,69 km2 . Desa terluas adalah Desa Kuo dengan luas
wilayah 21,58 km2 sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil
adalah Desa Kumbiling dengan luas wilayah 2,91 km2, Dari 5
kecamatan, Kecamatan Pangale lah yang mempunya luas paling
kecil.
Dari 9 desa yang ada di Pangale terdapat 3 desa berbukit
sedang sisanya merupakan daerah dataran. Kecamatan Pangale
memiliki 4 desa yang terletak di wilayah daerah pantai serta 5
desa berada di daerah dataran dengan ketinggian dari
permukaan laut 0 – 100m.
Jumlah Penduduk Kecamatan Pangale tahun 2017 hasil
penghitungan proyeksi penduduk BPS Kabupaten Mamuju
adalah sebesar 18.986 jiwa dengan rincian 9.750 ,jiwa adalah
penduduk yang berjenis kelamin pria sedangkan penduduk yang
berjenis kelamin perempuan sebesar 9.236 jiwa.
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4.3.2.1 Jarak Antar Desa
Table 4 Jarak antara desa di kecamatan Pangale, 2016
Source : Kantor kecamatan Pangale
4.3.3. Profil Kecamatan Topoyo
Gambar 9 . Peta administrative kecamatan Topoyo Kab. Mamuju












1 Pangale 19,23 4,2 12,0
2 Sartanamaju 14,21 0,9 13,1
3 Polo Pangale 11,31 2,6 15,8
4 Kuo 21,58 14,2 20,4
5 Polo Lereng 7,23 3,4 16,6
6 Polo Camba 9,24 4,4 17,6
7 Lamba –Lamba 5,23 11,2 24,6
8 Kombiling 2,91 17,0 30,2
9 Lemo – Lemo 10,07 8,2 32,7
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Kecamatan Topoyo kabupaten Mamuju Tengah Otonomi
daerah yang diterapkan sejak tahun 2001 mengakibatkan jumlah
wilayah administratif tingkat desa di Kecamatan Topoyo
berjumlah 8 desa di tahun 2011. Pemberlakuan otonomi daerah
in diharapkan mampu lebih mendekatkan pelayanan pemerintah
terhadap masyarakat. Pemekaran di wilayah ini disertai dengan
jumlah penduduk yang semakin berkembang seyogyanya dapat
menjadi modal pembangunan, akan tetapi bila tidak
diberdayakan maka modal pembangunan tersebut akan berbalik
menjadi beban pembangunan. Sekitar 30.152 jiwa penduduk
pada tahun 2015 menjadi tantangan serius guna mengupayakan
peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tobadak
dengan diimbangi kepadatan penduduk 35 jiwa per Km2.
Dari sejumlah jiwa penduduk di atas, hanya 198 tenaga
kerja aktif di bidang industri. Nampaknya pemerintah setempat
perlu upaya lebih serius dalam menangani masalah
ketenagakerjaan, mengingat kegagalan dalam bidang ini dapat
menimbulkan kerawanan sosial yang berujung pada berbagai
macam tindak kriminal.
Meski demikian, bidang pendidikan telah banyak
mengalami kemajuan. Kemajuan di bidang pendidikan
nampaknya dapat diikuti dengan berbagai macam sarana di
bidang kesehatan, dimana di kecamatan Topoyo telah memiliki 2
unit Puskesmas dan 10 unit poskesdes serta 8 unit Posyandu
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yang telah tersebar luas di seluruh wilayah kecamatan.
Kemajuan di kedua bidang di atas diharapkan mampu
menciptakan kemajuan pembangunan secara global yang
menjadi tulang punggung perekomomian Kabupaten Mamuju.
4.3.3.1. Jarak Antar Desa
Table 5 Jarak antara desa di kecamatan Topoyo, 2016












1 Budong-Budong 30,09 3,4 6,6
2 Pangalloang 27,94 4,4 7,6
3 Topoyo 32,72 1,2 2,0
4 Paraili 19,23 2,9 14,1
5 Kabubu 14,21 2,6 15,8
6 Tumbu 11,31 14,2 27,4
7 Sinabatta 21,58 3,4 16,6
8 Waeputeh 7,23 4,4 17,6
9 Tappilina 9,24 11,2 24,6
10 Salupangkang IV 5,23 17,0 20,2
11 Bambamanurung 2,91 2,9 14,1
12 Salupangkang 3,28 2,6 15,8
13 Tangkau 838 15,61 14,2 27,4
14 Tabolang 6,79 3,4 16,6
15 Salule’bo 8,20 7,7 9,0
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4.3.4 Profil Kecamatan Budong-Budong
Gambar 10. Peta administratif Kecamatan Budong-budong
Source : Google
Kecamatan Budong-budong terletak di Kabupaten Mamuju
Tengah dengan luas wilayah 222,39 km2 . Terletak pada posisi 2o
4'66" LS dan 119o 11'87" BT serta ketinggian 0-500 m di atas
permukaan laut menjadikan daerah ini sangat cocok untuk iklim
perkebunan kelapa sawit dan beberapa komoditas pertanian
lainnya. Desa Babana merupakan Ibu Kota Kecamatan Budong-
budong. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Topoyo,
di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tobadak, di
sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangale, dan di
sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Desa terluas
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adalah Bojo yaitu 54,65 km2 , sedangkan desa dengan luas
wilayah terkecil adalah Lembah Hada yaitu 8,15 km2 .
Berdasarkan jarak dari ibu kota kecamatan, Desa Pasapa
memiliki jarak terjauh yaitu sekitar 34 km, sedangkan Desa Kire
memiliki jarak terdekat yaitu sekitar 8 km. Untuk menuju suatu desa
dari desa yang lain di kecamatan ini cukup dengan menggunakan
alat transportasi darat dengan kondisi jalanan utama beraspal,
namun sebagian besar jalanan di pedesaan merupakan jalanan
perkerasan dan tanah.
Sejak terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah melalui UU
No. 4 Tahun 2013, Kecamatan Budong-budong yang memiliki
wilayah administrasi sebanyak 11 desa, kini telah memiliki 76
dusun yang terdiri atas 183 RT. Dusun terbanyak terdapat di Desa
Kire sebanyak 13 dusun, sedangkan yang paling sedikit terdapat di
Desa Tinali yang hanya terdiri atas 3 dusun.
Secara umum, jumlah penduduk di Kecamatan Budong-
budong pada awal tahun 2017 masih didominasi oleh laki–laki. Hal
tersebut ditunjukkan oleh sex ratio sebesar 102 persen, artinya dari
setiap 100 orang perempuan terdapat 102 orang laki-laki. Besaran
sex ratio ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk di
Kecamatan Budong -budong menurun sebesar 1,59 persen. Hal ini
terutama disebabkan oleh bermigrasinya penduduk tersebut ke ibu
kota kabupaten untuk menetap, mencari kehidupan yang lebih
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layak sebagai PNS ataupun tenaga honorer/sukarela pada
berbagai instansi pemerintah.
4.3.4.1 Jarak Antar Desa
Table 6 Jarak antara desa di kecamatan Budong - Budong, 2016












1 Lumu 37,94 14,2 27,4
2 Tinali 32,72 3,4 16,6
3 Salumanurung 19,23 4,4 17,6
4 Kire 24,21 11,2 24,6
5 Salugatta 21,31 17,0 20,2
6 Pontanakayang 31,58 2,9 14,1
7 Babana 47,23 2,6 15,8
8 Pasapa 19,24 14,2 22,4
9 Bojo 54,65 2,9 14,1
10 Barakkang 11,7 2,6 15,8
11 Lembah Hada 8,15 14,2 27,4
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4.3.5 Profil Kecamatan Karossa
Gambar 11. Peta administratif Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah
Source : Google
Kecamatan Karossa merupakan kecamatan yang berbatasan
dengan Kabupaten Mamuju Utara di sebelah utara, Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah timur, Kecamatan Topoyo di
sebelah selatan, dan Selat Makasar di sebelah barat. Kecamatan ini
beribukota di Desa Karossa yang berjarak 50 km dari ibu Kota
Kabupaten Mamuju Tengah. Luas wilayah Kecamatan Karossa pada
Tahun 2015 yakni 1138,30 km2 .
Desa Karossa yang merupakan ibukota kecamatan ini
memiliki wilayah yang paling luas dibanding 12 desa lainnya dengan
luas 280,44 km2 atau sekitar 24,64 persen dari luas wilayah
Kecamatan Karossa, sedangkan desa yang memiliki wilayah paling
kecil adalah UPT Lara III dengan luas 3,23 km2 atau hanya sekitar
0,28 persen dari luas wilayah kecamatan. Kecamatan Karossa terdiri
dari 13 desa. Delapan diantaranya merupakan desa yang letaknya
bukan pantai, sedangkan lima desa lainnya terletak di daerah pantai.
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Di Kecamatan Karossa terdapat beberapa sungai yang
melintasi hingga dua desa, yaitu Sungai Karossa dan Sungai Lara.
Sungai Karossa melintasi Desa Karossa, Desa Kayucalla dan Desa
Kadaila. Sungai Lara melintasi Desa Sukamaju dan Desa Lembah
Hopo, kemudian Sungai Karossa melintasi Desa Kayu Calla dan
Desa Kadaila. Hanya satu desa yang tidak dilintasi sungai yakni UPT
Lara III. Setiap desa di Kecamatan ini memiliki ketinggian 0 – 500 m
dari permukaan laut.
Di pertengahan tahun 2017 penduduk Kecamatan Karossa
sebanyak 40,985 jiwa yang terdiri dari 21.690 jiwa laki-laki dan
18.926 jiwa perempuan.. Kecamatan Karossa dengan luas sebesar
1138,30 Km2 dihuni oleh 15.127 rumah tangga dengan rata-rata
setiap rumah tangga sebanyak 4 jiwa, dimana sebagian besar rumah
tangga terdapat di Desa Karossa sebanyak 873 berada.
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4.3.5.1 Jarak Antar Desa
Table 7 Jarak antara desa di kecamatan Karossa, 2016












1 Kambunong 38,02 2,9 14,1
2 Tasokko 56,21 2,6 15,8
3 Lara 45,2 14,2 14,4
4 Karossa 280,44 11,2 24,6
5 Lembah hopo 34,55 4,4 17,6
6 UPT Lara III 3,23 11,2 24,6
7 Benggaulu 72,58 17,0 20,2
8 Mora IV 11,15 2,9 14,1
9 Kayu Calla 8,98 2,6 15,8
10 Kadaila 18,09 14,2 20,4
11 Sukamaju 14,21 14,2 18,4
12 Salubiro 21,31 3,4 16,6
13 Sanjango 21,58 4,4 17,6
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4.4.Prosedur Pelaksanaan Pelayananan Administrasi
Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Mamuju Tengah
Catatan Sipil merupakan bagian dari sistem administrasi
kependudukan secara keseluruhan yang terdiri sub sistem
pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Keduanya mencakup hak
asasi bagi semua manusia yang berada dalam suatu negara
walaupun demikian bukan berarti pendaftaran penduduk identik
dengan pencatatan sipil karena terdapat perbedaan yang menonjol
bahwa pencatatan sipil memiliki aspek hukum yang membawa
akibat hukum yang luas bagi setiap warga negara.
Untuk memberikan pengakuan, penentuan status pribadi dan
status hukum atas setiap peristiwa penting dan peristiwa
kependudukan yang dialami perlu dilakukan pengaturan
administrasi kependudukan.
Dengan disahkannya RUU kependudukan menjadi UU
Administrasi Kependudukan diharapkan data kependudukan
Indonesia akan menjadi lebih jelas dan dapat mencegah tindakan
penyalahgunaan identitas diri seseorang.
Untuk menghindari penyelewengan data kependudukan
kepemilikan KTP ganda dan pemalsuan surat nikah. Hal inilah yang
paling mendasar, kalau RUU ini sudah sah menjadi UU
Administrasi Kependudukan maka akan banyak manfaatnya bagi
masyarakat karena tujuannya adalah untuk memberi pelayanan
publik yang prima bagi masyarakat yang datang melaporkan
peristiwa penting yang dialaminya.
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Diantara beberapa instansi pelayanan di kabupaten Mamuju
Tengah, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil adalah yang
paling banyak diakses oleh masyarakat sebab disinilah proses
layanan yang paling rentan dijadikan pelayanan yang menimbulkan
praktek-praktek pungutan liar adapun visi dan misinya adalah :
Visi :
“mewujudkan pelayanan administrasi catatan sipil dan
kependudukan yang berorientasi terhadap kepuasan dan kemitraan
masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan
yang akurat”.
Misi :
a. Mempersiapkan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana
untuk mendukung terciptanya tertib pelayanan, pengolahan
data dan informasi  serta pembinaan masyarakat di bidang
administrasi catatan sipil dan kependudukan
b. Memberikan pelayanan administrasi catatan sipil dan
kependudukan yang cepat,tepat , mudah, dan transparan.
c. Menyelenggarakan administrasi catatan sipil dan
kependudukan yang mampu menyajikan informasi
kependudukan yang benar, cepat dan akurat
d. Melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan terhadap
masyarakat untuk menumbuhkembangkan kemitraan dan
peransertanya dalam melaksanakan pencatatan sipil dan
pendaftaran penduduk.
56
Jika ditilik dari kata per kata kalimat per kalimat visi dan misi
tersebut telah mengakomodasi beberapa azas-azas pelayanan
publik yang sangat diharapkan .
Program Kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Mamuju
Tengah  adalah :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan dari Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran adalah :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
j. Penyediaan Makanan dan Minuman
k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
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2. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kegiatan dari Program peningkatan Sarana dan
Prasarana adalah :
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
3. Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan dari Program Penataan Administrasi
Kependudukan adalah :
a. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
b. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (
Membangun, Up Dating dan Pemeliharaan )
c. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Kependudukan
d. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
e. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan
f. Aplikasi Program Data Komputer Pelayanan Akta
Catatan Sipil
g. Penataan Arsip Dokumen Negara Akta Catatan Sipil
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4.4.1. Pelayanan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Mamuju Tengah
Kegiatan dari Program Perencanaan Pembangunan
Daerah adalah Penyusunan Rencana Statergik  ( Renstra )
SKPD. Dinas kependudukan dan catatan sipil memang
adalah dinas yang cukup Vital di daerah sebab Dinas ini
menghimpun semua data-data dari kependudukan dan
kondisi nya, oleh karena itu dinas ini sangat diharapkan
mampu betul-betul merealisasikan visi dan misi nya bukan
hanya sekedar pajangan indah disudut ruangan kantor.
Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan
Sipil di kabupaten yang berpenduduk 146,774 ini cukup
banyak mengurai tentang kerja yang memang sangat vital
demi penyelenggaraan pemerintahan, adapun tugas dan
fungsinya adalah :
Tugas: “ melaksanakan urusan rumah tangga daerah
di bidang penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan
kependudukan,pengendalian mobilitas penduduk serta
penerbitan akta-akta catatan sipil”
Fungsi : Untuk melaksanakan tugas pokoknya,dinas
kependudukan dan catatan sipil kabupaten Mamuju Tengah
mempunyai fungsi :
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1. Perumusan kebijaksanaan dan bimbingan tekhnis di
bidang penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan
penduduk
2. Menyelenggarakan pendaftaran dari pencatatan
pendudukmeliputikelahiran,perkawinan,perceraian,peng
akuan dan pengesahan anak, kematian, dan kegiatan
lain yng berhubungan dengan administrasi pendaftaran
dan pencatatan penduduk.
3. Penerbitan kartu keluarga(KK), kartu tanda
penduduk(KTP),nomor induk kependudukan(NIK), akta
kelahiran,akta perkawinan, dan lain sebagainya
4. Penyuluhan dalam rangka mobilitas penduduk
5. Penyiapan dan pemeliharaan arsip pendaftaran
pencatatan penduduk
Dalam pelayanan Dinas kependudukan dan catatan sipil
banyak inovasi pelayanan yang lahir karena seperti yang sudah
dipaparkan sebelumnya bahwa Dinas kependudukan dan
catatan sipil adalah layanan yang paling vital dan sangat banyak
diakses oleh masyarakat sehingga harus mampu untuk selalu
memberikan pelayanan yang maksimal.
Dinas kependudukan dan catatan sipil telah memiliki
standar pelayanan atau biasa disebut SOP (standar operating
procedures) SOP ini tentu saja wajib hadir dalam setiap instansi
layanan publik sebab jika tidak ada aturan baku tentang standar
pelayanan maka tidak akan tercapai pelayanan yang maksimal.
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Standar pelayanan ini berfungsi sebagai persyaratan yang
harus dipenuhi untuk menerima pelayanan, akan tetapi standar
pelayanan ini yang kadang sangat memberatkaan masyarakat
sebab ada anggapan proses nya terlalu panjang dimulai dari
desa, kecamatan kemudian Dinas kependudukan.
kondisi ini cukup miris sesungguhnya sebab terkadang
proses ini yang rentan terjadi pungutan-pungutan liar dari
tingkatan desa ke kecamatan, dan itu cukup tidak memberikan
kondisi yang kurang nyaman bagi penerima layanan sehingga
terkadang masyarakat lebih memilih jasa calo atau dalam hal ini
langsung ke pihak yang bekerja pada Dinas Kependudukan dan
cara-cara seperti ini jelas diskriminatif.
“kita sebagai pegawai di kecamatan memang meminta
pungutan seperti uang bensin, rokok dll dikarenakan masyarakat
yang ingin kita menguruskan KTP & KK berdomisili jauh dan
butuh 1-2 jam untuk sampai ke kediamannya. Maka dari itu
masyarakat juga tidak mau mengambil pusing dan meminta
tolong ke kita untuk di uruskan sampai selesai..” tutur salah satu
pegawai kecamatan yang penulis temui di kantor Dinas
Pelayanan dan Catatan sipil kab. Mamuju Tengah (wawancara
14/08/2017)
Walaupun proses layanan yang dikeluarkan pemerintah
itu gratis akan tetapi melalui standar pelayanan yang harus
dilewati masyarakat itu yang seringkali dikenakan tarif yang tidak
jelas, tentu saja masyarakat mau tidak mau tetap harus
menikmati pelayanan demikian, olehnya memang sangat
dibutuhkan perilaku yang terpuji seperti visi dan misi dari Dinas
kependudukan ini sebab praktek-praktek percaloan bukanlah hal
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yang di harapkan di tengah penataan daerah yang mulai
memasuki fase perkembangan.
4.4.2. Prosedur Persyaratan Pelayanan Penerbitan KTP dan KK
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Mamuju Tengah
Gambar 11. Alur Pelayanan Permohonan KTP baru, 2017
Sumber : Discapil Kabupaten Mamuju Tengah
Keterangan : alur penduduk
Alur petugas
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4.4.4 Prosedur Persyaratan Pelayanan Administrasi di
Kecamatan Kabupaten Mamuju Tengah
Persyaratan Pelayanan Administrasi Kependudukan
adapun yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah
pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Tobadak  yang meliputi pelayanan Kartu Keluarga (KK), Kartu
Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Tingal Sementara
(SKTS)
1. Kartu Keluarga (KK)
Kartu keluarga adalah kartu yang memuat nama-
nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan
menjadi tanggung jawab kepala keluarga di berikan atau
keluarkan oleh lurah dan di tanda tangani oleh kepala
keluarga, RT, RW, dan Lurah. Adapun yang menjadi
persyaratan untuk mengurus Kartu Keluarga ( KK ) di
Kecamatan Tobadak sebagai berikut :
a. Melampirkan Kartu Keluarga (KK) asli jika melakukan
pergantian atau perubahan.
b. Foto copy ijasah, surat nikah,akte kelahiran jika ada
perubahan.
c. Melampirkan keterangan lahir dari bidang jika ada
penambahan.
d. Melampirka surat keterangan pindah dari luar
daerah.
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e. Melampirkan surat keterangan pindah jika antar
kelurahan dan kecamatan dari kelurahan atau
kecamatan bersangkutan.
2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya
disingakat eKTPadalah ident itas resmi penduduk
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi
Pelaksanaan yang brlaku di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Adapun yang menjadi persyaratan untuk mengurus
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan
Tobadak sebagai berikut :
a. Berusia 17 tahun.
b. Menunjukkan surat pengantar dari kepala
desa/kelurahan .
c. Mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum
pernah mengisi/belum ada data di sistem informasi
administrasi kependudukan) ditanda tangani oleh
kepala desa/kelurahan.
d. Foto kopi Kartu Keluarga (KK)
Prosedur :
 Pemohon datang ketempat pelayanan.
 Petugas melakukan verifikasi data penduduk
dengan basis data.
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 Petugas mengambil foto pemohon secara
langsung.
 Pemohon membubuhkan tanda tangan pada
alat perekam tandatangan.
 Selanjutnya dilakukan perekaman sidik jari dan
pemindaian retina mata.
 Petugas membubuhkan tandatangan dan
stempel pada surat panggilan yang sekaligus
sebagai bukti bahwa penduduk telah
melakukan perekaman foto,tanda tangan dan
sidik jari.
 Pemohon dipersilahkan pulang untuk
menunggu hasil proses pencetakan 2 minggu
setelah pembuatan.
3. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)
Adapun yang menjadi persyaratan untuk mengurus Surat
Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) di Kecamatan
Tobadak sebagai berikut :
a. Surat Pengantar dari RT dan RW.
b. Blangko/Data Isian Surat Keterangan Tinggal
Sementara.
c. Fotocopy KTP atau Surat Jalan dari daerah asal.
d. Pas Photo 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
e. Surat Keterangan dari Perusahaan bagi pekerja;
65
4.4.5 Data Jumlah Penduduk, KTP dan KK per Kecamatan
Kabupaten Mamuju Tengah
Tabel 8 Jumlah KTP, Kartu Keluarga per Kecamatan di Kabupaten
Mamuju Tengah Tahun 2017
Ket (*) : dalam proses pendataan da penerbitan KTP da KK







1 TOBADAK 29,662 15,145 17,887*




4 TOPOYO 36,952 15,432 21,794*
5 KAROSSA 32,521 13,979 17,438*
JUMLAH 146,775 67,504 87,345*
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4.4.5.1. Jumlah Penduduk, KTP dan KK Kecamatan Tobadak
Tabel 9 Jumlah penduduk, Kepala Keluarga dan kartu penduduk Dirinci
per Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017.
Ket * : sementara proses pendataan dan penerbitan










1 TOBADAK 8,231 4,651 5,115*
2 MAHAHE 3,967 1,764 1,977*
3 POLONGAAN 2,605 1,890 1,886*
4 BATUPARIGI 6,564 3,056 3,702*
5 SULOBAJA 2,708 1,778 1,716*
6 BAMBADARU 1,850 824 1,167*
7 SALOADAK 2,016 670 1,299*
8 SEJATI 1,721 506 1,015*
JUMLAH 29,662 15,145 17,887*
67
4.4.5.2. Jumlah Penduduk, KTP dan KK Kecamatan Pangale
Table 10. Jumlah Penduduk, Kepala keluarga dan KTP, kecamatan Pangale
Ket * : sementara proses pendataan dan penerbitan









1 Pangale 2,020 845 1,720*
2 Sartanamaju 1,093 304 593*
3 Polo Pangale 1,753 895 1,753*
4 Kuo 3,889 1,415 2,789*
5 Polo Lereng 1,802 911 1,038*
6 Polo Camba 1,038 461 738*
7 Lamba –Lamba 1,976 588 1,076*
8 Kombiling 1,267 502 708*
9 Lemo – Lemo 1,705 655 899*
JUMLAH 16,543 6,576 11,314*
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4.4.5.3. Jumlah Penduduk, KTP dan KK Kecamatan Topoyo
Table 11. Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga dan pendataan KTP & KK
Ket * : sementara proses pendataan dan penerbitan









1 Budong-Budong 3,212 1,289 1,824*
2 Pangalloang 1,733 788 1,322*
3 Topoyo 7,389 3,763 5,690*
4 Paraili 2,252 890 1,678*
5 Kabubu 1,619 529 1,098*
6 Tumbu 3,221 1,459 1,969*
7 Sinabatta 1,242 409 774*
8 Waeputeh 2,068 420 680*
9 Tappilina 1,949 828 899*
10 Salupangkang IV 693 377 309*
11 Bambamanurung 1,080 348 345*
12 Salupangkang 1,875 782 890*
13 Tangkau 1,138 469 402*
14 Tabolang 3,262 1,355 1,200*
15 Salule’bo 4,219 1,950 2,435*
Jumlah 36,952 15,432 21,794
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4.4.5.4. Jumlah Penduduk, KTP dan KK Kecamatan Budong-
Budong
Table 12. Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga dan pencetakan KTP dan
KK.
Ket * : sementara proses pendataan dan penerbitan











1 Lumu 3.123 2.110 2.202*
2 Tinali 2.501 1.054 950*
3 Salumanurung 2.053 823 1.134*
4 Kire 3.890 1.966 2.400*
5 Salugatta 3.607 1.590 2.240*
6 Pontanakayang 2.544 1.080 1,823*
7 Babana 6,201 3.950 3,099*
8 Pasapa 3,107 1.320 1.507*
9 Bojo 2.120 1,000 1.120*
10 Barakkang 2.578 1,090 1.875*
11 Lembah Hada 974 449 652*
JUMLAH 31,724 16,432 19,002
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4.4.5.5. Jumlah Penduduk, KTP dan KK Kecamatan Karossa
Table 13. Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga dan pencetakan KTP & KK
kecamatan Karossa.
Ket * : sementara proses pendataan dan penerbitan










1 Kambunong 3,232 1.539 1,998
2 Tasokko 4,395 2,270 3,170
3 Lara 2,033 767 989
4 Karossa 6,133 3,455 4.733
5 Lembah hopo 2,328 309 1.275
6 UPT Lara III 625 209 345
7 Benggaulu 1.983 570 1,087
8 Mora IV 1,012 329 510
9 Kayu Calla 1,140 344 468
10 Kadaila 2,099 798 860
11 Sukamaju 1,890 689 677*
12 Salubiro 1,785 610 620*
13 Sanjango 1,767 590 706*
JUMLAH 32,521 13,979 17,438
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4.5. Deskripsi Hasil dan Pembahasan Penelitian
Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian ini
merupakan penelitian yang bersifat deskriptif tentang kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik bidang administrasi
kependudukan di Dinas kependudukan dan catatan sipil Mamuju
Tengah maupun Kecamatan Tobadak, sehingga peneliti berusaha
untuk menggali, mengungkap kemudian mendeskripsikannya. Hasil
penelitian ini berupa datadata yang diperoleh melalui wawancara,
dokumentasi, dan obervasi.
4.5.1. Data Kependudukan Dalam Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Kependudukan Kabupaten Mamuju Tengah
Seperti diketahui program pemerintah pusat ingin segera
merampungkan pendataan dan pembuatan KTP dan
pendataan KK maka dari itu pemerintah daerah Kab. Mamuju
Tengah juga mempercepat proses pendataan tersebut, untuk
Kecamatan Tobadak sendiri telah rampung hampir 65 % di
gelombang pertama dan akan segera merampungkan
keseluruhan di gelombang ke 2.
Seperti yang di katakan Camat Tobadak H. Ansar, S.pd,.
sendiri yang menjadi pendorong dari program Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mamuju Tengah yang
akan segera merampungkan pendataan dan pembuatan KTP
dan KK terkhusus di Kecamatan Tobadak.
“kami dari pemerintah kecamatan akan mengusahan secepat
mungkin agar masyarakat di Tobadak segera terdaftar di
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karenakan jumlah penduduk di Kecamatan Tobadak saja
Bertambah 50% dari tahun sebelumnya, maka dari itu
Pemerintah Kecamatan harus bekerja ekstra untuk segera
mendata di setiap desa di Kecamatan Tobadak ini” (wawancara
16/08/2017)
Senada yang di sampaikan, Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kab. Mamuju Tengah Hasanuddin Hw , S.Ag,
M.Si,. menuturkan : “program pemerintah dalam hal ini Dinas
Kepndudukan dan Catatan Sipil harus segera rampung
sebelum tahun 2018 maka dari itu kami beserta aparatur
seluruh Kecamatan di Kab.Mamuju Tengah harus saling
bersinergi untuk menwujudkan hal tersebut, untuk kecamatan
Tobadak sendiri, telah mencapai kurang lebih 50% dan semoga
di gelombang ke 2 nanti bisa rampung secara keseluruhan.
Tidak hanya di Kecamatan Tobadak tetapi Di kecamatan
Karossa, Budong-Budong, Topoyo dan Mangale juga begitu
tutur beliau” (wawancara 14/08/2017).
Untuk itu maka sederet esensi masalah yang terjadi di
kecamatan Tobadak dan di kecamatan-kecamatan lainnya di
Kab. Mamuju Tengah seputar pendataan kependudukan dan
pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga
(KK) seyogyanya dapat terselesaikan sesegera mungkin dan
yang perlu di garis bawahi untuk pemerintah, percepatan
pendataan sangat di perlukan terlebih banyaknya transmigrasi
penduduk yang saat ini secara signifikan terus bertambah di
Kabupaten Mamuju Tengah jika tidak di percepat maka
pekerjaan rumah Dinas kependudukan dan catatan sipil Kab.
Mamuju Tengah akan semakin bertumpuk dan itu akan
mempengaruhi dari segi penerbitan KTP maupun KK penduduk
Kabupaten Mamuju Tengah.
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2010 2014 2015 2017Budong-Budong Pangale Topoyo Karossa Tobadak
Gambar 12 Data kependudukan di Kab.Mamuju Tengah 2010, 2014, 2015,
2017
Sumber : Dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Mamuju Tengah
Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan
proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 121.384 jiwa yang
terdiri atas 62.709 jiwa penduduk laki-laki dan 58.675 jiwa
penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah
penduduk tahun 2014, penduduk Mamuju Tengah mengalami
pertumbuhan sebesar 2,7 persen dengan masing-masing
persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 2,62
persen dan penduduk perempuan sebesar 2,64 persen.
Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015
penduduk lakilaki terhadap penduduk perempuan sebesar
106,8.
Kepadatan penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah
tahun 2015 mencapai 40 jiwa/km2 . Pada 2017 jumlah
74
penduduk di 5 (lima) Kecamatan yakni Budong-Budong,
Pangale, Topoyo, Karossa, Tobadak mengalami peningkatan
pesat yakni mencapai 184.529 penduduk atau tumbuh sebesar
7,23 %. Kepadatan Penduduk di 5 kecamatan cukup beragam
dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan
Pangale dengan kepadatan sebesar 110 jiwa/km2 dan
terendah di Kecamatan Karossa sebesar 43  jiwa/Km2.
Terlihat jelas pertumbuhan signifikan sebelum dan
sesudah pemekaran di Kabupaten Mamuju Tengah ini, maka
dari itu pemerintah harus siap dalam pertumbuhan penduduk
yang setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang signifikan
di karenakan Mamuju Tengah adalah salah satu daerah
transmigrasi penduduk yang di setiap tahunnya mengalami
peningkatan pesat.












Budong 22.823 25.492 26.209 31.724 2,76 2,97
Pangale 11.418 12.311 12.443 16.543 1,71 2,07
Topoyo 25.767 29.271 30.152 36.952 3,14 3,20
Karossa 22.004 24.206 24.749 32.521 2,34 2,44
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Table 13 Data kependudukan dan Laju Pertumbuhan di Kab.Mamuju Tengah
2010, 2014, 2015, 2017
Sumber : Dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Mamuju Tengah
Laju pertumbuhan di Kab. Mamuju Tengah dari tahun
ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signfikan dilihat
dari table di atas, salah satu faktor utama dari perkembangan
tersebut yakni pemekaran Mamuju Tengah menjadi kabupaten.
4.5.1.3. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Mamuju
Tengah
Table 14 RASIO JENIS KELAMIN MENURUT KECAMATAN di Kab.Mamuju
Tengah 2010, 2014, 2015, 2017
Sumber : Dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Mamuju Tengah
Tobadak 23.637 26.908 27.831 29.662 3,27 3,82
Mamuju
Tengah 105.649 118.188 121.384 146,775 2,77 3,23
KECAMATAN
JENIS KELAMIN RASIO JENISKELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
Budong-Budong 15,821 14,198 31.724 105,03
Pangale 9,271 7,311 16.543 101,87
Topoyo 16,637 14,208 36.952 107,07
Karossa 19,276 17,677 32.521 106,02
Tobadak 17,260 15,116 29.662 111,58
Mamuju Tengah 78,268 68,510 146,775 124,89
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4.5.2. Kualitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
Kependudukan di Kabupaten Mamuju Tengah
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana
kualitas pelaksanaan administrasi kependudukan di Kabupaten
Mamuju Tengah, dan bagaimana kualitas yang diberikan Dinas
Kependudukan dan Cacatan Sipil, bagaimana pelayanan
aparatur dari tingkat desa/kelurahan sampai ke kecamatan
Sesuai PP menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan bahwa Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik
wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik
untuk setiap jenis pelayanan. Prinsip yang ada di di dalam
penetapan PP menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014, Adapun prinsip-
pelayanan standar yang di maksud antara lain :
Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar
Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti,
mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur,
dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi
masyarakat maupun penyelenggara.
2. Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan
melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas
bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar
komitmen atau hasil kesepakatan.
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3. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan
harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan
kepada pihak yang berkepentingan.
4. Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus
dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas
dan inovasi pelayanan.
5. Transparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan
mudah diakses oleh masyarakat.
6. Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa
pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua
masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi
geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
Maka dari itu pelayanan yang di maksud antara lain
yakni pelayanan yang di berikan oleh aparatur-aparatur
pemerintah yang antara lain dinas-dinas terkait.
pemekaran Mamuju Tengah adalah upaya pemerintah
untuk lebih dekat kepada masyarakat terpencil terkhusus
masyarakat di Kabupaten terutara Mamuju yang sekarang
menjadi Kabuaten Mamuju Tengah agar terciptanya prinsip –
prinsip sesuai PP menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014. Penulis juga
menyempatkan untuk mendatangi bapak Bupati Mamuju
Tengah yang sangat menerima penulis dengan baik dalam
beberapa penyampaian beliau mengatakan
“cita-cita saya untuk Mamuju Tengah yakni agar bisa menjadi
contoh bagi kabupaten yang ada di Sulawesi Barat karena jika
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kita mengambil contoh dari kabupaten lain maka kita sangat
jauh tertinggal maka dari itu kabupaten-kabupaten lainlah yang
seharusnya menjadikan contoh kabupaten baru ini terbukti
dengan umur yang masih sangat muda, Mamuju Tengah telah
Mendapatkan 2 Kali opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK  di lanjutkan pula
bahwa Mamuju Tengah adalah gambaran dari Indonesia mini
indah yang dimana terdapat hampir semua Suku dan Agama
yang adalah di dalamnya dan keberagaman inilah yang
membuat Mamuju Tengah nanti Menjadi contoh bagi
Kabupaten lain di Sulawesi Barat bahkan InsyaAllah akan
menjadi contoh untuk Indonesia. Untuk Administrasi
Kependudukannya, di gelombang pertama seluruh warga telah
mendapatkan KTP dan KKnya dan rencana, di gelombang ke 2
nanti sudah rampung 100% , untuk pendatang yang baru tiba,
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan saya pribadi
menjamin anda untuk berkehidupan lebih baik lagi. Dan kami
akan teus berupaya agar prinsip-prinsip PP menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.
15 tahun 2014 bisa segera teruwujud agar pelayanan yang
kami berikan kepada masyarakat menjadi maksimal dan
langsung di rasakan oleh masyarakat itu sendiri terutama
masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Ungkap Bapak
Bupati Mamuju tengah. H. Aras Tamammaui ” (wawancara
13/08/2017)
4.5.3. Analisis Kualitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
Kependudukan di Kabupaten Mamuju Tengah
Pelayanan publik saat ini menjadi bagian kebutuhan
setiap masyarakat Setiap birokrasi publik perlu berupaya untuk
memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat pengguna layanan.
Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
yang lebih baik merupakan suatu keharusan yang harus segera
dilakukan untuk menciptakan pelayanan lebih efisien, efektif
dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sesuai
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Peraturan Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang
Standar Pelayanan Kualitas pelayanan publik bidang
administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa aspek,
yaitu:
a. Aspek bukti Fisik (tangible)
Aspek bukti Fisik (tangible) di Bagian Pelayanan
kependudukan dan catatan sipil Dinas kependudukan dan
catatan sipil Mamuju Tengah maupun di Bagian Pelayanan
kependudukan dan catatan sipil Dinas kependudukan dan
catatan sipil Mamuju Tengah maupun Kecamatan Tobadak,
Topoyo, Karossa, Budong-Budong maupun kecamatan
Pangale Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
perlu dilakukan perubahan dan perbaikan yang mengarah pada
kepuasan masyarakat.
Salah satu aspek yang harus diperbaiki dalam
meningkatkan kualitas pelayanan yaitu masalah fasilitas
layanan. Peranan sarana pelayanan sangat penting dan salah
satu yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas
pelayanan publik karena dengan adanya sarana pelayanan
yang memadai dapat membuat pelayanan pada masyarakat
dapat lebih memberikan kenyamanan dan kepuasan selama
berada di ruangan pelayanan.
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam aspek
bukti fisik (tangible) di Bagian Pelayanan kependudukan dan
catatan sipil Dinas kependudukan dan catatan sipil Mamuju
Tengah maupun masing-masing Kecamatan di Tobadak,
Topoyo, Karossa, Budong-Budong maupun kecamatan
Pangale memiliki petugas pelayanan 5 orang. alat perekam
Kartu Tanda Penduduk Elektronik berjumlah 2 set tetapi hanya
1 yang berfungsi dikarenakan terjadi kerusakan di beberapa
bagian mesin perekam tetapi ada di beberapa kecamatan yang
tidak terjadi masalah dalam penunjang seperti normalnya
perekamannya. Hasil wawancara tentang sarana ruang tunggu
pelayanan di Kecamatan Tobadak dengan masyarakat yang
sedang membuat surat keterangan untuk menikah Bapak
Suhariyanto mengatakan
“masih kurang pak, seharusnya disediakan meja sehingga
kalau untuk menulis itu ada mejanya. Kursinya juga kurang
seperti tadi banyak antrian sampai ada yang nunggu di luar”
(wawancara 18/08/2017)
Hal ini senada dengan yang dikemukakan petugas pelayanan
yaitu Bapak Barnabas sebagai berikut: “Kalau untuk sarana
prasarana anda juga bisa melihat sendiri disini, menurut saya
sarana prasarananya belum memadai dapat dilihat dari kursi di
ruang tunggu ini masih sangat minim dan ruangan yang sangat
terbatas. Kami sudah mengusahakan pengadaan barang
namun sampai saat ini belum terealisasi”.
(wawancara 18/08/2017)
Mengenai kelengkapan peralatan serta sarana ruang
tunggu belum lengkap khususnya untuk kursi dan meja untuk
menunggu, sarana informasi seperti brosur dan pamflet belum
81
tersedia. Fasilitas penunjang seperti mesin foto copy belum
tersedia dan penggunaan genset saat listrik mati belum ada
terlebih lagi kabupaten Mamuju Tengah masih selalu terjadi
gangguan listrik hampir disetiap harinya, artinya masyarakat
tidak dapat mendapatkan pelayanan. Seperti yang di
ungkapkan wandi salahsatu warga di kecamatan Budong-
Budong
“jika ada data yang ingin di gandakan (fotocopy) kami
harus ke kota Tobadak atau Topoyo karena alat fotocopy di
kecamatan tidak ada dan jarak untuk ke Tobadak maupun
Topoyo sangat jauh” (wawancara 16/082017)
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kantor
Dinas kependudukan dan catatan sipil Mamuju Tengah maupun
Kecamatan Tobadak, Topoyo, Karossa, Budong-Budong
maupun kecamatan Pangale di Kabupaten Mamuju Tengah
khususnya bagian pelayanan masih perlu adanya peningkatan
fasilitas fisik serta kelengkapan sarana dan prasarana yang
memadai demi peningkatan pelayanan administrasi
kependudukan.
b. Aspek keandalan (realiability)
Aspek keandalan (realiability) di Bagian Pelayanan
kependudukan dan catatan sipil Dinas kependudukan dan
catatan sipil Mamuju Tengah Kecamatan Tobadak, Topoyo,
Karossa, Budong-Budong maupun kecamatan Pangale
Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan ini
82
perlu diimbangi dengan pelayanan yang maksimal dan cepat
yang menuntut aparatur untuk cekatan dalam bekerja.
Keandalan merupakan kemampuan memberikan pelayanan
yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan, seperti
ketepatan waktu, kecepatan dan kecermatan dalam
penyelesaiaan pelayanan. Keandalan disini merupakan sejauh
mana para aparatur dapat secara cepat, tepat dan kecermatan
dalam setiap pemberian pelayanan kepada masyarakat. Seperti
yang di sampaikan Bapak I wayan Mahenra yang berasal dari
kecamatan Pangale yang penulis temui di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah
“kadang jika kita datang pagi pasti selesainya siang bahkan
bisa sore, karena kadang jumlah pegawai kurang” (wawancara
Kantor Discapil 15/08/2017)
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
kehandalan dan profesionalisme dalam memberikan suatu jasa
dengan segera, akurat dan memuaskan sangat diperlukan agar
terciptanya kepuasan dalam diri pelanggan (masyarakat).
Kemampuan suatu Kantor Instansi Pemerintah pemberi jasa
untuk memberikan pelayanan sebagaimana yang dijanjikan
dengan tepat waktu, akurat, dan terpercaya serta memberikan
pelayanan yang sama adalah merupakan salah satu elemen
penting yang harus dimiliki oleh pemberi jasa layanan.
c. Aspek daya tanggap (responsiveness)
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Aspek daya tanggap (responsiveness)  di Bagian
Pelayanan kependudukan dan catatan sipil Dinas
kependudukan dan catatan sipil Mamuju Tengah maupun
Kecamatan Tobadak, Topoyo, Karossa, Budong-Budong
maupun kecamatan Pangale Responsivitas pegawai sangat
diperlukan dalam pelayanan publik karena hal ini menjadi bukti
serta tindakan nyata yang dilakukan organisasi dalam
menjawab serta mengenali kebutuahan dan aspirasi dari
masyarakat. Daya tanggap disini dapat berarti respon atau
kesigapan petugas dalam membantu masyarakat yang
membutuhkan pelayanan.
Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terkait daya
tanggap petugas pelayanan di Kantor Dinas kependudukan dan
catatan sipil Mamuju Tengah peneliti mewawancarai Bapak I
wayan Mahenra yang berasal dari kecamatan Pangale
“saya sudah menunggu dari tahun lalu akan tetapi proses
pendataan saya belum di keluarkan sampai sekarang dan saya
kecewa atas pelayanan yang di berikan oleh pegawai di
karenakan membuat janji akan tetapi hanya janji dan saya
diminta untuk menunggu”. (wawancara Kantor Discapil
15/08/2017)
Hal ini pertegas dengan pengunjung lainnya yang menyatakan
bahwa
“pegawai yang melayani saya sudah cukup baik, beliau
menanyakan apakah syarat-syarat untuk mengurus KK sudah
dibawa semua” (wawancara 15/08/2017)
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Dengan keadaan seperti ini dapat terlihat bawa aspek daya
tanggap yang dimiliki petugas pelayanan Kecamatan Pangale
Sudah cukup baik dengan adanya saling komunikasi antara
petugas dan masyarakat dengan menayakan kelengkapan
berkas yang dibawa masyarakat. Menanggapi pernyataan
diatas peneliti mewawancarai Bapak Drs.Martinus, untuk
mengetahui daya tanggap pegawai dalam menghadapai
kebutuhan masyarakat sebagai berikut:
“membantu menjelaskan kesulitan atau kebingungan
masyarakat sehingga paham betul dan menjelaskan
persyaratan apa saja yang kurang dan persyaratan apa yang
harus dilengkapi” (wawancara 18/08/2017)
Hal tersebut menunjukkan respon/daya tanggap yang diberikan
oleh Kecamatan Tobadak, Topoyo, Karossa, Budong-Budong
maupun kecamatan Pangale sesuai dengan apa yang
dibutuhkan oleh masyarakat.
d. Aspek jaminan (Assurance)
Aspek jaminan (Assurance) di Bagian Pelayanan
kependudukan dan catatan sipil Dinas kependudukan dan
catatan sipil Mamuju Tengah maupun Kecamatan Tobadak,
Topoyo, Karossa, Budong-Budong maupun kecamatan
Pangale sebagai kantor yang berwenang menangani masalah
kependudukan khususnya masyarakat Kabupaten Mamuju
Tengah. Banyaknya masyarakat yang datang sudah
seharusnya mendapatkan kenyamanan selama pelayanan yaitu
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dengan cara memberikan rasa aman bagi masyarakat selama
pelayanan, baik dilingkungan kantor maupun di luar kantor.
Oleh sebab itu, perlu adanya suatu perbaikan pelayanan untuk
memberikan rasa aman bagi masyarakat selama pelayanan.
Menanggapi masalah keamanan dilingkungan sekitar
Kantor Pelayanan kependudukan dan catatan sipil Dinas
kependudukan dan catatan sipil Mamuju Tengah maupun
Kecamatan Tobadak, Topoyo, Karossa, Budong-Budong dan
kecamatan Pangale peneliti mewawancarai Bapak Wahyuri dari
kecamatan Karossa sebagai berikut:
“untuk keamanan saya rasa sudah cukup aman karena diluar
sudah disediakan lahan parkir beserta penjaga parkirnya.
Dengan demikian masyarakat tidak perlu waswas saat
melakukan pelayanan”. (wawancara 16/08/2017)
Hal senada juga disampaikan Ibu Sri Lestari dari kecamatan
Budong-Budong bahwa :
“untuk keamanan saya dapat mengatakan aman karena belum
ada kejadian yang tidak baik ataupun kriminal di sini seperti
pencurian, ini berarti kan kondisi aman, selain itu alangkah
lebih baik lagi kalau di sini juga ada pengamanan dari satpol
PP” (wawancara 16/08/2017)
Tanggapan masyarakat yang mengatakan bahwa tingkat
keamanan pelayanan di Kantor Pelayanan kependudukan dan
catatan sipil Dinas kependudukan dan catatan sipil Mamuju
Tengah maupun K Kecamatan di Tobadak, Topoyo, Karossa,
Budong-Budong maupun kecamatan Pangale adalah aman
dapat dilihat dari tanggapan Ibu Murtini dari kecamatan Topoyo
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“Ya cukup aman karena sudah ada tukang parkir untuk
menjaga kendaraan yang dibawa sehingga tidak khawatir lagi”.
Hal ini dipertegas dengan pernyataan Bapak suhariyanto
“menurut saya lingkungan diruang pelayanan, perlu diberikan
petugas jaga selain untuk keaman kan juga bisa memberikan
informasi terkait pelayanan” (wawancara 16/08/2017)
Dari wawancara di atas dan dari hasil observasi untuk masalah
jaminan khususnya keamanan di Kantor Pelayanan
kependudukan dan catatan sipil Dinas kependudukan dan
catatan sipil Mamuju Tengah maupun Kecamatan Tobadak,
Topoyo, Karossa, Budong-Budong maupun kecamatan
Pangale sudah cukup baik. Upaya meningkatkan kualitas
pelayanannya terkait memberikan rasa aman bagi masyarakat
yaitu dengan menempatkan tukang parkir yang ikut
mengamankan keadaan di parkiran.
Selain dari jaminan keamananan lingkungan pelayanan
ada yang tidak kalah penting yaitu dengan adanya jaminan
yang pasti terhadap pemohon administrasi kependudukan
dengan kemampuan yang diberikan pihak instansi, sehingga
mereka merasa puas. Dalam hal ini kompetensi petugas
pemberi pelayanan publik harus dengan tepat berdasarkan
pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang
dibutuhkan. Petugas pelayanan Kantor Pelayanan
kependudukan dan catatan sipil Dinas kependudukan dan
catatan sipil Mamuju Tengah maupun Kecamatan di Tobadak,
Topoyo, Karossa, Budong-Budong maupun kecamatan
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Pangale telah berupaya maksimal untuk melaksanakan tugas
dengan baik proses pelayanan berlansung.
Apabila ada keluhan dari masyarakat pihak Dinas
kependudukan dan catatan sipil Mamuju Tengah maupun
semua Kecamatan di Tobadak, Topoyo, Karossa, Budong-
Budong maupun kecamatan Pangale akan segera menindak
lanjuti. Oleh karena itu baik masyarakat yang menerima
layanan maupun petugas yang memberikan pelayanan harus
memahami prosedur yang berlaku. Masyarakat harus dapat
memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti
yang dikemukakan oleh Moenir (2008:204), bahwa “pelayanan
yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh pihak yang
melayani tetapi juga pihak yang dilayani”.
e. Aspek empati (empaty)
Aspek empati (empaty) di Bagian Kantor Pelayanan
kependudukan dan catatan sipil Dinas kependudukan dan
catatan sipil Mamuju Tengah maupun Kecamatan di Tobadak,
Topoyo, Karossa, Budong-Budong maupun kecamatan
Pangale. Empati merupakan rasa peduli untuk memberikan
perhatian kepada masyarakat terhadap kebutuhan yang
sedang membutuhkan pelayanan. Sebagai instansi publik yang
memberikan pelayanan dituntut untuk selalu siap dalam
membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Kepedulian pegawai untuk selalu mengutamakan kebutuhan
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masyarakat akan mendukung terciptanya kualitas pelayan
publik.
Untuk itu peneliti mewawancarai Bapak Wahyuri terkait
dengan sikap empati atau kepedulian yang ditunjukan oleh
petugas pelayanan, yaitu:
“menerangkan dengan sejelas-jelasnya agar pelayanan bisa
diterima dengan baik oleh masyarakat dan menerima kritik
mapun saran dengan sepenuh hati sebagai interopeksi untuk
layanan yang lebih baik”. (wawancara 16/08/2017)
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sri Lestari sebagai
berikut:
“sebagai abdi negara, ya kita mau tidak mau kita harus siap
dalam melayani dan juga membantu masyarakat seperti
menjelaskan apa saja yang harus dipenuhi dalam pembuatan
KK, KTP, SKTS, dll, jadi pegawai disini tidak ada yang tidak
siap” (wawancara 16/08/2017)
Untuk mengetahui kesediaan pegawai dalam melayani
masyarakat yang membutuhkan pelayanan peneliti melakukan
wawancara dengan Ibu Murtini sebagai berikut:
“Kesediaan petugas dalam melayani menurut saya sudah
cukup baik” (wawancara 16/08/2017)
Dari hasil wawancara dengan masyarakat dapat diketahui
masalah kesediaan petugas dalam melayani masyarakat sudah
baik dengan banyaknya tanggapan masyarakat yang
menyatakan cukup baik. Pemberian pelayanan kesediaan
aparat dalam memberikan informasi merupakan hal yang perlu
mendapat perhatian. Kesediaan pegawai dalam menberikan
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informasi terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan
akan dapat memperbaiki cara pelayanan di mata masyarakat.
Sehinngga dalam menciptakan pelayanan prima masyarakat
perlu didukung dengan adanya pegawai yang berempati dalam
membantu kebutuhan masyarakat yang butuh informasi.
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4.5.4. Faktor-faktor Pendukung serta Penghambat Dalam Kualitas
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan
Kabupaten Mamuju Tengah
Faktor-faktor pendukung dalam upaya pemerintah guna
terwujudnya standar pelayanan Sesuai prinsip PP menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No.15 tahun 2014. Adapun program-program Dinas
Kependudukann dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah
Maupun program-program yang pemerintah kabupaten Mamuju
Tengah yang berkaitan, yakni:
a. Pelayanan administrasi yang transparansi, akuntabilitas
pelayanan, mulai di jalankan dengan dengan di mulainya
rancangan perda tentang administrasi kependudukan dan
catatan sipil Kabupaten Mamuju Tengah.
“untuk pelayanan adminstrasi kependudukan itu tidak di
kenakan biaya sepeserpun dalam pendataan sampai
penerbitannya, jika ada oknum petugas baik dari
kecamatan maupun di kantor pelayanan Kependudukan
dan catatan sipil yang kedapatan ataupun terbukti
melanggar akan di berikan sansi tegas dan jika hal yang di
lakukan sudah melewati batas wajar maka akan di
pidanakan” (wawancara 13/082017)
b. Infrastruktur yang sudah mulai di bangun dan telah
mencapai 25%. Dan dari hasil penelusuran penulis di 5
kecamatan, infrastuktur di jalan-jalan utama sudah mulai
dalam tahap pengerjaannya. Seperti yang di katakan
bupati Mamuju Tengah
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“infrastuktur di Kabupaten Mamuju Tengah saat ini telah
dalam tahap pengerjaan dan telah mencapai 25% di tahun
ke-2 pengerjaannya, maka dari itu untuk tercapainya
kesejahteraan masyarakat baik di kota kabupaten maupun
yang berada di pelosok bisa merasakan pemerataan
pembangunan yang ada di kabupaten Mamuju Tengah”
(wawancara 13/082017)
Akan tetapi kendala dalam Meningkatkan Kualitas
Pelaksanaan Pelayanan administrasi kependudukan di Dinas
kependudukan dan catatan sipil maupun semua Kecamatan di
kabupaten Mamuju Tengah masih belum mencapai prinsip-
prinsip yang di inginkan Dalam melaksanakan tugasnya
sebagai pelayanan umum, Dinas kependudukan dan catatan
sipil maupun pemerintah Kecamatan menghadapi beberapa
permasalahan dalam proses penyelenggaraan pelayanan
administrasi kependudukannya, yang antara lain sebagai
berikut :
a. Sumber Daya Aparatur
Memberikan pelayanan yang maksimal kepada
masyarakat sangat dibutuhkan aparatur pemerintah yang
memadai agar menunjuang kinerja pemerintah dalam upaya
memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
b. Kesadaran Masyarakat
Salah satu faktor yang turut mempengaruhi pelaksanaan
tugas pelayanan pemerintah di seluruh wilayah Kecamatan
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kabupaten Mamuju Tengah yakni faktor kesadaran masyarakat.
Kesadaran masyarakat dimaksudkan ialah kesadaran untuk
mempersiapkan segala yang menjadi persyaratan untuk
melakukan suatu urusan pelayanan di kantor Kecamatan, relasi
antara aparat pemerintah dengan masyarakat memang harus
saling mendukung agar dapat mencapai tujuan yang di
harapkan, baik itu dari pihak masyarakat maupun dari aparat
pemerintah sendiri.
c. Sarana dan prasarana
sarana dan prasarana penyelenggarakan pelayanan
administrasi kependudukan yang belum terpenuhi secara
lancar bagi kepentingan urusan pelayanan. Belum terpenuhinya
tempat pelayanan dengan sarana ruang tunggu/tamu serta
belum ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang dapat
menciptakan suasana nyaman bagi pemohon pelayanan.
Ruang tunggu yang belum sesuai dengan volume kedatangan
pengunjung, kurang tersedianya tempat duduk dan
meja/tempat untuk menulis pengunjung, kamar kecil/toilet dan
tempat sampah.
d. Jarak antar Kecamatan dan Desa ke Ibukota Kabupaten
Seperti yang di sebutkan di awal tadi, jarak untuk
kabupaten Mamuju Tengah merupakan satu point penting
penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Jarak antar
Kecamatan ± 10 sampai yang terjauh yakni 27 Km2 untuk
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menuju Ibukota Kabupaten, dan di tambah dengan jalan utama
penghubung antara Kecamatan maupun desa saat ini masih
dalam tahap pengerjaan.
Jarak yang paling sulit yang penulis temui yakni di
kecamtan Tobadak Desa sejati yang dimana desa tersebut
memiliki tinggi 600-700 M DPL (Meter di bawa Permukaan
Laut) yang mengharuskan penulis untuk mengambil sample
data dan ada beberapa kecamatan yang juga memiliki medan
ekstrim yakni di Kecamatan Karossa, Kecamatan Topoyo, dan
Kecamatan Tobadak di karenakan Kecamatan Pangale dan
Kecamatan Budong-Budong di dominas beberapa bibir pantai
sedangkan 3 Kecamatan di atas berada di daerah perbukitan.
Jika hujan turun beberapa warga yang berada di daerah
perbukitan kadang butuh perjuangan untuk sampai di desa
mereka. Hal itu pulalah yang membuat petugas pendataan
sedikit kualahan dalam mendata warga yang berada di daerah
perbukitan.
Akan tetapi hambatan mendasar memang tidak bisa
dipungkiri bahwa infrastruktur, dan kondisi lingkup kerja sangat
memberi imbas terhadap pelayanan,hal- hal yang sifatnya
tekhnis seperti kantor yang masih sementara dengan kapasitas
yang seadanya, daya Listrik yang masih belum maksimal
sehingga waktu pelayanan dimulai dari pukul 07.00-14.00
sebab listrik untuk menunjang dan mengoperasikan komputer
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dan pencetak administrasi kependudukan itu hanya bisa
dioperasikan dalam waktu tersebut.
Hal ini sangat dirasakan berat apa lagi setiap harinya
berkas dan dokumen pengajun tidak sedikit tetapi terus
bertambah setiap harinya, sehingga memang dibutuhkan
kinerja dan kerja yang ekstra dari staf operator untuk tetap
menyediakan pelayanannya ditengah faktor keterbatasan dan
faktor tekhnis yang terjadi.
Bapak Akbar As’sad, S.Pdi selaku Kepala Bidang
Pelayanan  kependudukan Dan Catatan Sipil menuturkan
bahwa :
” jika memang pelayanan kami bisa diselesaikan dalam
satu hari kami tidak berhak untuk mengulur-ulur waktu dan
menghambat masyarakat karena itu sudah menjadi tugas kami
dan di kantor ini terpampang jelas mekanisme pengurusan
sehingga transparansi pelayanan kami tentu saja di
unggulkan…”  (wawancara 14/08/2017 )
Untuk efisiensi waktu sendiri sudah menunjukkan
perkembangan sebab operator dan staff berusaha jika yang
bertanda tangan pada KTP, KK maupun bukti kependudukan
lainnya sedang berada ditempat maka hari itu juga masyarakat
sudah bisa langsung memiliki KTP maupun KK,  jadi selain
hambatan infrastruktur pemberi tanda tangan juga menjadi
kendala, selain dari itu untuk lama waktu pelayanan Dinas
kependudukan memberi maksimal paling  lama 12 hari kerja .
Prinsip yang bisa digaris bawahi adalah bagaimana
masyarakat puas tapi pengelolaanya memang haruslah
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dikerjakan bersama. Salah satu misi yang ingin diharapkan
lebih jauh dari proses pemberian layanan adalah bagaimana
nantinya Dinas kependudukan memili harapan besar untuk
memperoleh sertifikat ISO (international organization
stadarditzatio) tentu saja adalah penghargaan yang dicit-
citakan hampir semua layanan publik.
Sangat dibutuhkan kerja keras bersama serta kesadaran
tentang job training masing-masing pegawai sehingga tidak
terjadi tumpang tindih kinerja yang justru melahirkan instabilitas
dalam pengelolaannya. Harapan penerimaan sertifikat ISO
memang adalah hal yang positif sehingga misi untuk semakin
meningkatkan pelayanan telah menjadi harga mati sekaitan
dengan viis dan misi dari Dinas kependudukan sendiri.
Transparansi dan informsi pelayanan cukup jelas
terpampang di sudut-sudut kantor dan keramahan yang
diberikan oleh pegawai juga merupakan nilai positif dari kinerja
pelayanan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.
Konsep dan teori yang  terus berkembang. Salah satu
misi utamanya sebagai dan memberikan pelayanan yang
berkualitas kepada masyarakat.
Fungsi umum pemerintahan, pengembangan dan
penegakan hukum, serta penyelenggaraan pembangunan
dalam melakukan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat
adalah hal penting penting yang harus selalu dipelihara.
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4.6. Upaya dalam Mengatasi Permasalahan Dalam meningkatkan
Kualiatas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan
Kabupaten Mamuju Tengah
Upaya Mengatasi Permasalahan dalam Meningkatkan Kualitas
Penyelenggaraan Pelayanan administrasi kependudukan di Kantor
Dinas kependudukan dan catatan sipil maupun di seluruh Kecamatan
Mamuju Tengah dengan adanya permasalahan dalam meningkatkan
kualitas penyelenggaraaan pelayanan administrasi dalam hal ini
administrasi kependudukan sesuai dengan PP menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15
tahun 2014 tentang Standar Pelayanan dan seperti yang telah
disebutkan di atas, maka dari itu upaya-upaya untuk mengatasinya
sebagai berikut :
a. Mengadakan program penyuluhan melalui Camat dan Kepala-
kepala desa kepada masyarakat, untuk membantu penyebaran
dan pemahaman informasi kepada masyarakat, mengenai hal-
hal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan.
b. Menyelenggarakan pelayanan yang tidak memberatkan dan
menyulitkan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah.
c. Meningkatkan profesionalisme masing-masing pegawai di
Dinas kependudukan dan catatan sipil maupun Kecamatan
Kabupaten Mamuju Tengah.
d. Mengajukan pengadaan fasilitas penunjang pelayanan
Administrasi kependudukan dalam hal ini alat-alat perekaman
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dalam penerbitan kartu tanda pendudukan dan penerbitan
layanan administrasi kependudukan lainnya. Seperti bekerja
sama dengan pihak PLN agar di khususkan di siang hari tidak
terjadi pemadaman.
e. Mempercepat pembangunan akses jalanan sampai ke Ibukota
Kabupaten untuk lebih meningkatkan produktifitas ekonomi
masyarakat Mamuju Tengah Dan mempercepat di bangunnya






Dari hasil penelitian ini maka penulis memiliki kesimpulan
bahwa prinsip – prinsip dalam PP menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 belum
sepenuhnya dapat terwujud dari Kualitas Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Mamuju tengah dengan
dua aspek yakni bagaimana pelaksanaan pelayanan admnistrasi di
kabupaten Mamuju tengah serta faktor-faktor pendukung serta
faktor yang menjadi penghambat  pelaksanaan pelayanan
administrasi kependudukan di kabupaten Mamuju Tengah.
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka penulis
menyimpulkan beberapa point dari hasil penelitian di kantor dinas
kependudukan dan catatan sipil dan kantor kecamatan di
kabupaten Mamuju Tengah untuk menciptakan pelayanan lebih
efisien, efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat. Kualitas pelaksanaan pelayanan administrasi
kependudukan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:
a. Aspek bukti Fisik (tangible)
Aspek bukti Fisik (tangible) di Bagian Pelayanan
kependudukan dan catatan sipil Dinas kependudukan dan
catatan sipil Mamuju Tengah maupun di Kecamatan Tobadak,
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Topoyo, Karossa, Budong-Budong maupun kecamatan
Pangale mampu Dalam mewujudkan pelaksanaan pelayanan
administrasi yang berkualitas perlu dilakukan perubahan dan
perbaikan yang mengarah pada kepuasan masyarakat.
b. Aspek keandalan (realiability)
Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan
ini perlu diimbangi dengan pelayanan yang maksimal dan cepat
yang menuntut aparatur untuk cekatan dalam bekerja.
Keandalan merupakan kemampuan memberikan pelayanan
yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan, seperti
ketepatan waktu, kecepatan dan kecermatan dalam
penyelesaiaan pelayanan.
c. Aspek daya tanggap (responsiveness)
Responsivitas pegawai sangat diperlukan dalam
pelayanan publik karena hal ini menjadi bukti serta tindakan
nyata yang dilakukan organisasi dalam menjawab serta
mengenali kebutuahan dan aspirasi dari masyarakat. Dan agar
kiranya beberapa pegawai kecamatan di bekali kendaraan yang
bisa menjajal daerah perbukitan di karenakan akses untuk
masyarakat menuju daerah perkotaan maupun kembali ke
daerah perbukitan terbilang lumayan sulit.
d. Aspek jaminan (Assurance)
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Harus menjamin kebutuhan masyarakat sebagai yang
berwenang menangani masalah kependudukan khususnya
masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah. Banyaknya
masyarakat yang datang sudah seharusnya mendapatkan
kenyamanan selama pelayanan yaitu dengan cara memberikan
rasa aman bagi masyarakat selama pelayanan, baik
dilingkungan kantor maupun di luar kantor.
e. Aspek empati (empaty)
Empati merupakan rasa peduli untuk memberikan
perhatian kepada masyarakat terhadap kebutuhan yang
sedang membutuhkan pelayanan. Sebagai instansi publik yang
memberikan pelayanan dituntut untuk selalu siap dalam
membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Kepedulian pegawai untuk selalu mengutamakan kebutuhan
masyarakat akan mendukung terciptanya kualitas pelayanan
administrasi kependudukannya.
5.2 SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan
saran sebagai berikut :
1. lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang dianggap kurang
memuaskan dalam proses pelayanan yaitu dimensi fasilitas fisik
(tangible) agar masyarakat dapat merasa puas dan nyaman
saat melaksanakan pelayanan.
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2. Mengadakan program penyuluhan melalui kepala Dinas
Kependudukan dan catatan sipil Mamuju Tengah kepada
kecamatan yang ada di Mamuju Tengah, untuk membantu
penyebaran dan pemahaman informasi kepada masyarakat,
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan
administrasi kependudukan di Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Kiranya di Bagian Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
Dinas kependudukan dan catatan sipil Mamuju Tengah maupun
Kecamatan Tobadak, Topoyo, Karossa, Budong-Budong
maupun kecamatan Pangale sebagai kantor yang berwenang
menangani masalah kependudukan khususnya masyarakat
Kabupaten Mamuju Tengah agar mampu memberikan
pelayanan sampai di desa yang berada di daerah perbukitan,
dan agar pegawai lebih berinisiatif untuk melakukan
penyuluhan pendataan langsung di desa yang jauh dari Kantor
kecamatan, karena itu akses ke Ibukota Kecamatan maupun
Kabupaten sangat jauh maka ada beberapa warga yang tidak
bisa untuk langsung ke kecamatan untuk perekaman serta
pembuatan KTP dan KK
4. Menyelenggarakan pelayanan yang tidak memberatkan dan
menyulitkan masyarakat Mamuju Tengah, pelayanan yang
sederhana dan mudah dipahami.
5. Memberikan pelayanan yang terbuka tethadap masyarakat baik
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A. Kepala Pelayanan Administrasi kependudukan Dinas Kependudukan
dan catatatn sipil Kabupaten Mamuju Tengah:
1. Bagaimana prosedur pelayanan administrasi kependudukan dalam
hal ini bidang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga
(KK) Kabupaten Mamuju Tengah?.
2. Berapa jumlah pegawai yang bekerja di bagian Pelayanan di
Kantor Dinas Kependudukan dan catatatn sipil Kabupaten Mamuju
Tengah?
3. Apakah waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan waktu yang
telah di tetapkan Dinas Kependudukan dan catatatn sipil
Kabupaten Mamuju Tengah?
4. Apakah biaya yang dibebankan kepada masyarakat terperinci
dengan jelas?
5. Apa saja produk pelayanan publik bidang administrasi
kependudukan di Dinas Kependudukan dan catatatn sipil
Kabupaten Mamuju Tengah?
6. Apakah sarana prasarana kerja telah mendukung dalam proses
pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan catatatn sipil
Kabupaten Mamuju Tengah?
7. Kemudahan akses apa saja yang diberikan kepada masyarakat ?
8. Bagaimana tindakan bila terdapat masyarakat yang merasa
kesulitan atau bingung dalam pelayanan ?
9. Bagaimana sikap dalam menyikapi saran atau masukan dari
masyarakat ?
10.Apakah dari berbagai keluhan yang masuk telah digunakan atau
telah di realisasikan untuk memperbaiki pelayanan di Dinas
Kependudukan dan catatatn sipil Kabupaten Mamuju Tengah ?
11.Apa saja keluhan atau masukan dari masyarakat yang telah di
tindak lanjuti ?
12.Bagaimana keamanan lingkungan di sekitar kantor Dinas
Kependudukan dan catatatn sipil Kabupaten Mamuju Tengah telah
memberikan rasa aman bagi masyarakat ?
13.Apa saja hambatan yang dialami dalam pelayanan administrasi
kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatatn sipil
Kabupaten Mamuju Tengah?
14.Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang
dialami dalam pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan
catatatn sipil Kabupaten Mamuju Tengah?
B. Petugas pelayanan administrasi di Dinas kependudukan dan catatan
sipil kabupaten Mamuju Tengah :
1. Produk apa saja yang yang di layani dalam pengurusan
administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan catatatn
sipil Kabupaten Mamuju Tengah?
2. Berapa banyak petugas pelayanan yang ada di Dinas
Kependudukan dan catatatn sipil Kabupaten Mamuju Tengah?
3. Bagaimana pembagian tugas di Bagian Pelayanan di Dinas
Kependudukan dan catatatn sipil Kabupaten Mamuju Tengah ?
4. Apakah waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan waktu
yang telah di tetapkan Dinas Kependudukan dan catatatn sipil
Kabupaten Mamuju Tengah?
5. Apakah biaya yang dibebankan kepada masyarakat terperinci
dengan jelas?
6. Apakah sarana prasarana telah mendukung dalam proses
pelayanan adminisrasi kependudukan di Dinas Kependudukan
dan catatatn sipil Kabupaten Mamuju Tengah ?
7. Bagaimana cara petugas dalam memberikan pelayanan di Dinas
Kependudukan dan catatatn sipil Kabupaten Mamuju Tengah?
8. Apakah pegawai dalam memberikan pelayanan sudah sesuai
dengan prosedur yang sudah ada ?
9. Bagaimana tindakan Bapak / Ibu bila terdapat masyarakat yang
merasa kesulitan atau bingung dalam pelayanan ?
10.Bagaimana sikap Bapak / Ibu dalam menyikapi saran atau
masukan dari masyarakat ?
11.Apakah dari berbagai keluhan yang masuk telah digunakan atau
telah di realisasikan untuk memperbaiki pelayanan di Dinas
Kependudukan dan catatatn sipil Kabupaten Mamuju Tengah?
12.Bagaimana keamanan lingkungan di sekitar kantor Dinas
Kependudukan dan catatatn sipil Kabupaten Mamuju Tengah
telah memberikan rasa aman bagi masyarakat ?
13.Bagaimana sikap Bapak / Ibu dalam memberikan pelayanan
kepada pengguna layanan ?
14.Bagaimana kepedulian pegawai ketika mengetahui ada
masyarakat yang membutuhkan informasi tentang biaya, syarat,
prosedur dalam pelayanan?
15.Apa saja hambatan yang dialami dalam pelayanan publik di
Kantor Dinas Kependudukan dan catatatn sipil Kabupaten
Mamuju Tengah?
C. Masyarakat yang sedang melaksanakan pelayanan di kantor Dinas
Kependudukan dan catatatn sipil Kabupaten Mamuju Tengah :
1. Apakah disediakan papan informasi untuk mengetahui syarat-
syarat pelayanan administrasi kependudukan di kantor Dinas
Kependudukan dan catatatn sipil Kabupaten Mamuju Tengah?
2. Bagaimana tingkat kemudahan dalam mengurus dan memenuhi
persyaratan pelayanan di Dinas Kependudukan dan catatatn
sipil Kabupaten Mamuju Tengah?
3. Bagaimana kerapian dan keseragaman dalam melayani
masyarakat di Dinas Kependudukan dan catatatn sipil
Kabupaten Mamuju Tengah?
4. Bagaimana tingkat ketepatan waktu proses pelayanan di kantor
Dinas Kependudukan dan catatatn sipil Kabupaten Mamuju
Tengah?
5. Bagaimana sikap petugas pelayanan saat melayani
masyarakat?
6. Bagaimana tingkat keterbukaan mengenai rincian biaya
pelayanan?
7. Bagaimana kebersihan dan kerapian ruangan pelayanan di
kantor Dinas Kependudukan dan catatatn sipil Kabupaten
Mamuju Tengah?
8. Bagaiamana dengan fasilitas yang diberikan dalam menunggu
pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan catatatn sipil
Kabupaten Mamuju Tengah ?
9. Hambatan yang Bapak/Ibu/Sdr/sdri temui saat melaksanakan
pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan catatatn sipil
Kabupaten Mamuju Tengah?
10.Berikan Saran atau kritik kantor Dinas Kependudukan dan
catatatn sipil Kabupaten Mamuju Tengah guna perbaikan dalam
kegiatan pelayanan kedepannya?
11.Bagaimana Harapan Bapak/ibu /Sdr/Sdri untuk Bapak Bupati
dan wakil Bupati saat ini?
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D. Camat Kecamatan Kabupaten Mamuju Tengah:
1. Bagaimana prosedur pelayanan administrasi kependudukan dalam
hal ini perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu
Keluarga (KK) Kabupaten Mamuju Tengah?.
2. Berapa jumlah pegawai yang bekerja di bagian Pelayanan di
Kantor Kecamatan?
3. Apakah waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan waktu yang
telah di tetapkan Kantor Kecamatan?
4. Apakah biaya yang dibebankan kepada masyarakat terperinci
dengan jelas?
5. Apakah sarana prasarana kerja telah mendukung dalam proses
pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan?
6. Kemudahan akses apa saja yang diberikan kepada masyarakat ?
7. Bagaimana tindakan bila terdapat masyarakat yang merasa
kesulitan atau bingung dalam pelayanan ?
8. Bagaimana sikap dalam menyikapi saran atau masukan dari
masyarakat ?
9. Apakah dari berbagai keluhan yang masuk telah digunakan atau
telah di realisasikan untuk memperbaiki pelayanan di Kantor
Kecamatan?
10.Apa saja keluhan atau masukan dari masyarakat yang telah di
tindak lanjuti ?
11.Bagaimana keamanan lingkungan di sekitar Kantor Kecamatan
Tobadak telah memberikan rasa aman bagi masyarakat ?
12.Apa saja hambatan yang dialami dalam pelayanan administrasi
kependudukan di Kantor Kecamatan?
13.Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang
dialami dalam pelayanan di Kantor Kecamatan?
B. Petugas pelayanan administrasi kependudukan Kantor Kecamatan:
1. Produk apa saja yang yang di layani dalam pengurusan
administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan?
2. Berapa banyak petugas pelayanan yang ada di Kantor
Kecamatan?
3. Bagaimana pembagian tugas di Bagian Pelayanan di Kantor
Kecamatan?
4. Apakah waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan waktu
yang telah di tetapkan Kantor Kecamatan?
5. Apakah biaya yang dibebankan kepada masyarakat terperinci
dengan jelas?
6. Apakah sarana prasarana telah mendukung dalam proses
pelayanan adminisrasi kependudukan di Kantor Kecamatan?
7. Bagaimana cara petugas dalam memberikan pelayanan di
Kantor Kecamatan?
8. Apakah pegawai dalam memberikan pelayanan sudah sesuai
dengan prosedur yang sudah ada ?
9. Bagaimana tindakan Bapak / Ibu bila terdapat masyarakat yang
merasa kesulitan atau bingung dalam pelayanan ?
10.Bagaimana sikap Bapak / Ibu dalam menyikapi saran atau
masukan dari masyarakat ?
11.Apakah dari berbagai keluhan yang masuk telah digunakan atau
telah di realisasikan untuk memperbaiki pelayanan di Dinas
Kependudukan dan catatatn sipil Kabupaten Mamuju Tengah?
12.Bagaimana keamanan lingkungan di sekitar kantor Kantor
Kecamatan telah memberikan rasa aman bagi masyarakat ?
13.Bagaimana sikap Bapak / Ibu dalam memberikan pelayanan
kepada pengguna layanan ?
14.Bagaimana kepedulian pegawai ketika mengetahui ada
masyarakat yang membutuhkan informasi tentang biaya, syarat,
prosedur dalam pelayanan?
15.Apa saja hambatan yang dialami dalam pelayanan administrasi
kependudukan di Kantor Kecamatan?
C. Masyarakat yang sedang melaksanakan pelayanan di Kantor
Kecamatan:
1. Apakah disediakan papan informasi untuk mengetahui syarat-
syarat pelayanan administrasi kependudukan di Kantor
Kecamatan?
2. Bagaimana tingkat kemudahan dalam mengurus dan memenuhi
persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan?
3. Bagaimana kerapian dan keseragaman dalam melayani
masyarakat di Kantor Kecamatan?
4. Bagaimana tingkat ketepatan waktu proses pelayanan di Kantor
Kecamatan?
5. Bagaimana sikap petugas pelayanan saat melayani masyarakat?
6. Bagaimana tingkat keterbukaan mengenai rincian biaya
pelayanan?
7. Bagaimana kebersihan dan kerapian ruangan pelayanan di Kantor
Kecamatan?
8. Bagaiamana dengan fasilitas yang diberikan dalam menunggu
pelayanan di Kantor Kecamatan?
9. Hambatan yang Bapak/Ibu/Sdr/sdri temui saat melaksanakan
pelayanan di Kantor Kecamatan?
10.Berikan Saran atau kritik kantor Kantor Kecamatan guna perbaikan
dalam kegiatan pelayanan kedepannya?
11.Bagaimana Harapan Bapak/ibu /Sdr/Sdri untuk Bapak Bupati dan




Peneliti : Bagaimana perjalanan perjuangan masyarakat Mamuju Tengah
hingga terbentuknya kabupaten Mamuju Tengah?
Informan Penelitian : Mamuju Tengah adalah sentra untuk produksi
kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Barat ini. Dan masyarakat Mamuju
Tengah sangat kwalahan ketika ingin ke ibukota kabupaten yang dulunya
berada di kabupaten Mamuju yang berjarak 90 Km2 dari kecamatan
mereka terlebih lagi di kecamatan Karossa yang berada di ujung utara
kabupaten Mamuju. Maka dari sinilah awal perjuangan kami untuk
memekarkan daerah ini karena saya melihat masyarakat di 5 kecamatan
seperti kecamatan Tobadak, Topoyo, Budong-Budong, Pangale dan
Karossa sangat berharap agar ke 5 kecamatan ini bisa bersatu untuk
mendirikan sebuah kabupaten yang mandiri maka dari sinilah kami
melangkah untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat dan pada
Desember 2013 di Sahkan oleh UU Repubik Indonesia Nomor 4 Tahun
2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah
hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju.
Peneliti : Pada Pemilihan serentak Kepala Daerah pada tahun 2016 lalu
Mamuju Tengah mendapatkan presentase suara 98,63 % yang untuk
Informan
Penelitian
: Bupati Kabupaten Mamuju Tengah
(H. Aras Tammauni)
Tempat : Rumah Dinas Bupati jl. Poros Tobadak. Desa Tobadak I
Hari dan
tanggal
: 12 Agustus 2017
Waktu : 16.30 WITA
Keperluan : Izin Penelitian
pertama kalinya ada di Indonesia. Bagaimana Tanggapan Bapak Tentang
ini?
Informan Penelitian : pemilihan serentak di 2016 yang lalu merupakan
kemenangan untuk masyarakat Mamuju Tengah. kemenangan ini tidak
lain hanya di persembahan hanya untuk Masyarakat Mamuju Tengah
yang telah mengsukseskan pesta demokrasi dengan aman dan damai.
Peneliti : setelah kemenangan pada pemilihan di 2016, apa saja yang
bapak telah berikan untuk masyarakat Mamuju Tengah?
Informan Penelitian : semenjak terbitnya keputusan yang memekarkan
kabupaten Mamuju Tengah kami telah mengambil langkah untuk langsung
tancap gas melakukan perbaikan baik dari sektor infrastruktur, pertanian
pemberian akses kepada masyarakat baik dari segi sektor pendidikan
sampai kesehatan.
Peneliti : bagaimana dengan pelayanan administrasi kependudukan di
Mamuju Tengah, mengingat pertumbuhan kabupaten Mamuju Tengah
mengalami peningkatan signifikan baik dalam segi transmigrasi penduduk
dan juga pertumbuhan penduduknya?
Informan Penelitian : cita-cita saya untuk Mamuju Tengah yakni agar
bisa menjadi contoh bagi kabupaten yang ada di Sulawesi Barat karena
jika kita mengambil contoh dari kabupaten lain maka kita sangat jauh
tertinggal maka dari itu kabupaten-kabupaten lainlah yang seharusnya
menjadikan contoh kabupaten baru ini terbukti dengan umur yang masih
sangat muda, Mamuju Tengah telah Mendapatkan 2 Kali opini WTP
(Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK
di lanjutkan pula bahwa Mamuju Tengah adalah gambaran dari Indonesia
mini indah yang dimana terdapat hampir semua Suku dan Agama yang
adalah di dalamnya dan keberagaman inilah yang membuat Mamuju
Tengah nanti Menjadi contoh bagi Kabupaten lain di Sulawesi Barat
bahkan InsyaAllah akan menjadi contoh untuk Indonesia. Untuk
Administrasi Kependudukannya, di gelombang pertama seluruh warga
telah mendapatkan KTP dan KKnya dan rencana, di gelombang ke 2 nanti
sudah rampung 100% , untuk pendatang yang baru tiba, Pemerintah
Kabupaten Mamuju Tengah dan saya pribadi menjamin anda untuk
berkehidupan lebih baik lagi. Ungkap Bapak Bupati Mamuju tengah.
TRANKRIP WAWANCARA
INFORMAN KUNCI II
Peneliti : Bagaimana prosedur pelaksanaan pelayanan administrasi
kependudukan di kabupaten Mamuju Tengah?
Informan Penelitian : Terkait dengan prosedur pelaksanaan pelayanan
administrasi kependudukan saya rasa cukup mudah asal masyarakat
membawa syarat-syarat yang dibutuhkan saat akan melaksanakan
pelayanan. Namaun masih ada juga masyarakat yang belum paham
dengan prosedurnya sehingga masih banyak yang datang dengan tidak
membawa persyaratan yang lengkap sehingga masyarakat harus
kmelengkapi syaratnya kembali
Peneliti : Berapa jumlah pegawai yang bekerja di bagian Pelayanan di




: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Mamuju Tengah
(Hasanuddin Hw, S.Ag,. M.si)




: 14 Agustus 2017
Waktu : 13.30 WITA
Keperluan : -
Informan Penelitian : jumlah pegawai yang ada di seksi pelayanan Umum
ada 5 orang, terdiri dari 1 orang kepala seksi, 2 orang operator komputer
dan 2 orang staf pelayanan. Namun demikian yang ada saat ini Cuma 3
pegawai pelayanan ini dikarenakan 1 orang operator komputer cuti
melahirkan, 1 orang staf pelayanan mengikuti kursus komputer yang
diselenggarakan BKD Kabupaten Mamuju Tengah.
Peneliti : Apakah waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan waktu
yang telah di tetapkan?
Informan Penelitian : Waktu penyelesaian terhadap dokumen
kependudukan yang menjadi tugas, pokok, dan fungsi Dinas
Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Mamuju Tengah sudah sesuai
dengan target waktu yang ditetapkan, yaitu untuk KTP selama 1-2
minggu, SKTS selama 1 minggu dan KK selama 1 minggu juga. Dan untuk
misalnya legalisasi KK danKTP, permohonan akta kelahiran, kematian, dll.
Bisa di tunggu selambat-lambatnya 2 hari
Peneliti : Apakah biaya yang dibebankan kepada masyarakat terperinci
dengan jelas ?
Informan Penelitian : biaya yang dibebankan kepada masyarakat,
sebelum tanggal 5 Maret 2016, biaya retribusi untuk dokumen
kependudukan, besarnya telah ditetapkan dan diperinci dengan jelas,
yaitu : KTP sebesar Rp. 6000,00, SKTS sebesar Rp 2.000,00, dan KK
sebesar Rp 3.000,00. Namun setelah tanggal 5 Maret 2017 dengan surat
Bupati Mamuju Tengah No. 974/0417 biaya dokumen tersebut
dihapuskan.
Peneliti : Apakah sarana prasarana kerja telah mendukung dalam proses
pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kabupaten Mamuju
Tengah?
Informan Penelitian : sarana dan prasarana kerja belum mendukung
untuk sarana pelayanan publik, misalnya ruang pelayanan belum ber AC,
jumlah pegawai belum ideal (masih kurang)
Peneliti : Kemudahan akses apa saja yang diberikan kepada masyarakat
?
Informan Penelitian : kemudahan akses yang diberikan kepada
masyarakat sesuai dengan SOP yang ada, pelayanan kepada masyarakat
tetap mengacu kepada SOP. Namun demikian pelayanan yang bersifat
urgent tetap dikedepankan, misalnya untuk urusan operasi di RS butuh
KTP kami akan melayani secepatnya.
Peneliti : Bagaimana tindakan bila terdapat masyarakat yang merasa
kesulitan atau bingung dalam pelayanan ?
Informan Penelitian : tindakan kepada masyarakat yang bingung dalam
hal pelayanan kami siap membantu dan mencarikan jalan keluarnya,
tetapi tetap sesuai peraturan yang berlaku.
Peneliti : Bagaimana sikap dalam menyikapi saran atau masukan
darimasyarakat ?
Informan Penelitian : sikap terhadap saran dan masukan sepanjang
masukan / saran tersebut sesuai dengan aturan yang ada, kami terima
dengan senang hati, kami terbuka terhadap saran dan masukan.
Peneliti : Apakah dari berbagai keluhan yang masuk telah digunakan atau
telah di realisasikan untuk memperbaiki pelayanan di kabupaten
MamujuTengah ?
Informan Penelitian : dalam hal ini keluhan yang bagaimana, kalau
keluhannya agar KTP dapat selesai 1 hari jadi ya nanti dulu jelas kami
tidak bisa menerima tapi kalau urus KTP mau menikah misalnya, ya kami
layani sesuai SOP yang ada.
Peneliti : Apa saja keluhan atau masukan dari masyarakat yang telah di
tindak lanjuti ?
Informan Penelitian : salah satu masukan yang sudah ditindak lanjuti
adalah permohonan KTP bagi urusan yang urgent / mendadak yang
berhubungan dengan nyawa manusia. Misalnya untuk keperluan syarat
operasi sampai saat ini sudah kami tindak lanjuti saran tersebut.
Peneliti : Bagaimana keamanan lingkungan di sekitar kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan sipil kabupaten Mamuju Tengah telah
memberikan rasa aman bagi masyarakat ?
Informan Penelitian : keamanan lingkungan kantor sampai saat ini
walaupun situasinya sangat terbatas keamanan sudah cukup memberikan
kenyamanan bagi masyarakat, misalnya sudah ada petugas parkir. Ada
barang milik warga yang tertinggal diruangan pasti kami rawat dan kami
informasikan melalui para dukuh
Peneliti : Apa saja hambatan yang dialami dalam pelayanan di Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kabupaten Mamuju Tengah ?
Informan Penelitian : hambatan yang ditemui di seksi pelayanan ini
antara lain : kuranggnya jumlah personil pelayanan sehingga kadan
membuat pekerjaan menumpuk dan satu orang harus mengerjakan tugas
ganda; minimnya sarana pelayanan, misalnya : ruangan terbatas, tempat
duduk dan belum adanya pendingin reangan / AC; petugas pengelolaan
arsip di bagian pelayanan yang belum berpengalaman karena memang
bukan bidangnya karena pekerjaan pengarsipan masih disambi dengan
tugas yang lainnya; rak arsip yang masih minim sehingga masih banyak
arsip yang belum tertata rapi.
Peneliti : Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang
dialami dalam pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil
kabupaten Mamuju Tengah?
Informan Penelitian : upaya yang dilakukan terkait dengan sarana dan
prasarana kami sudah mengajukan pengadaan seperti rak arsip, AC, dan
kursi di ruang tungggu namaun belum terealisasi sampai sekarang ini.
TRANKRIP WAWANCARA
INFORMAN KUNCI III
Peneliti : Bagaimana prosedur pelaksanaan pelayanan administrasi
kependudukan di kantor kecamatan Tobadak kabupaten Mamuju Tengah?
Informan Penelitian : Terkait dengan prosedur pelaksanaan pelayanan
administrasi kependudukan saya rasa cukup mudah asal masyarakat
membawa syarat-syarat yang dibutuhkan saat akan melaksanakan
pelayanan. Namaun masih ada juga masyarakat yang belum paham
dengan prosedurnya sehingga masih banyak yang datang dengan tidak
membawa persyaratan yang lengkap sehingga masyarakat harus
kmelengkapi syaratnya kembali
Peneliti : Berapa jumlah pegawai negeri sipil dan honorer yang bekerja di
Kecamatan Tobadak kabupaten Mamuju Tengah?
Informan Penelitian : Jumlah Pegawai negeri sipil untuk saat ini masih di
bilang cukup minim yakni 15 orang pegawai, terdiri dari 11 laki-laki dan 4






Tempat : Kantor Kecamatan Tobadak
Hari dan
tanggal
: 18 Agustus 2017
Waktu : 08.30 WITA
Keperluan : -
Peneliti : Apa saja hambatan yang dialami dalam pelayanan di Kantor
kecamatan Tobadak kabupaten Mamuju Tengah ?
Informan Penelitian : hambatan yang ditemui di seksi pelayanan ini
antara lain : kuranggnya jumlah personil pelayanan sehingga kadan
membuat pekerjaan menumpuk dan satu orang harus mengerjakan tugas
ganda; minimnya sarana pelayanan, misalnya : ruangan terbatas, alat
perekaman yang belum maksimal dan beberapa hal non teknis lainnya
yang dapat menghambat pegawai dalam mengerjakan tugasnya.
Peneliti : Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang
dialami dalam pelayanan di Kantor kecamatan Tobadak kabupaten
Mamuju Tengah?
Informan Penelitian : upaya yang dilakukan terkait dengan hambatan
yang kami alami yakni kami telah mengajukan beberapa fasilitas
diantaranya fasilitas perekaman KTP dan KK, jika masyarakat yang
berada di daerah pegunungan tidak bisa untuk ke kantor kecamatan
dengan alasan akses jalanan yang sulit,  kami juga kadang
mengupayakan untuk turun ke desa agar pelayanan kami menjadi
maksimal.
